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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh intellectual
capital dan islamicity performance index terhadap kinerja keuangan yang
diproksikan dengan Return On Assets (ROA) bank syariah. Penelitian ini
menggunakan metode purposive sampling untuk menentukan sampel peneltian
yang akan diteliti. Sampel penelitian terdiri dari 7 Bank Umum Syariah periode
2011-2016. Pengukuran intellectual capital pada bank syariah menggunakan model
dari Ulum yaitu Islamic Banking-Value Added Intellectual Coefficient (IB-
VAIC™), Islamicity performance index yang digunakan dalam penelitian ini
adalah profit sharing ratio (PSR), zakat performance ratio (ZPR), equitable
distribution ratio (EDR) dan islamic income vs non-islamic income ratio (IIR).
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi
data panel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intellectual Capital, Zakat
Performance Ratio dan Equitable Distribution Ratio berpengaruh positif signifikan
terhadap ROA. Profit Sharing Ratio dan Islamic Income vs Non-Islamic Income
tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Intellectual capital dan islamicity
performance index secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA Bank
Umum Syariah.



ABSTRACT

The study aims to test empirically the influence of intellectual capital and
islmaicity performance index on financial performance which is proxy to Return
On Assets (ROA) of sharia banks. This research uses purposive sampling method
to determine the sample of research to be studied. The research sample consisted
of 7 Sharia Commercial Banks for the period of 2011-2016. The measurement of
intellectual capital in Islamic banks uses the Ulum model of Islamic Banking-Value
Added Intellectual Coefficient (IB-VAIC™). The Islamicity performance index used
in this study is profit sharing ratio (PSR), zakat performance ratio (ZPR), equitable
distribution ratio (EDR) and islamic income vs non-islamic income ratio (lIR).
Data analysis method used in this research is panel data regression analysis. This
results of this research that Intellectual Capital, Zakat Performance Ratio,
Equitable Distribution Ratio have a significant positive effect on ROA. Profit
Sharing Ratio and Islamic Income vs Non-Islamic Income have no significant effect
on ROA.
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MOTTO
“Jangan sekali-kali Meninggalkan Sejarah,
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(Bung Karno)
“Life can only understood backwards, but it must be lived forwards”
(Soren Kierkegard)

“Human beings, who are almost unique in having the ability to learn from the
experience of athers, are also remarkable for their apparent disinclination to do
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(Douglas Adams)
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia,
Perkembangan ekonomi syariah tidak dapat dipungkiri terbukti dengan
banyaknya kemunculan lembaga keuangan syariah terutama di sektor
perbankan. Bank syariah sebagai motor utama lembaga keuangan syariah telah
menjadi peran utama bagi berkembangnya teori dan praktik ekonomi syariah
secara mendalam (Karim, 2004). Perkembangan perbankan syariah yang
semakin pesat dibuktikan dengan kemunculan bank syariah baik dalam bentuk
Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah maupun Bank Pembiayaan Syariah.
Berdasarkan statistik perbankan syariah OJK agustus tahun 2017, jumlah BUS
sebanyak 12 bank, jumlah bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah

sebanyak 21 dan jumlah bank pembiayaan rakyat syariah sebanyak 167 bank.

Deputi Bidang Akses dan Permodalan Badan Ekonomi Kreatif, Fadjar
Hutomo yang dilansir harian tempo.co menyatakan bahwa keterlibatan
perbankan syariah secara nasional dinilai penting di tengah kemajuan industri
kreatif Indonesia yang mampu menyumbang hingga Rp 800 triliun bagi produk
domestik bruto (PDB) yang hampir mencapai 10 persen dari PDB nasional.
Sedangkan, orientasi stakeholders adalah laba atau return sesuai dengan
stakeholder theory. Pengukuran kinerja keuangan sangat penting sebagai sarana
untuk mengevaluasi kegiatan operasional perusahaan. Rasio profitabilitas
merupakan alat evaluasi tingkat efektivitas manajemen dalam menghasilkan
laba. Salah satu rasio profitabilitas yaitu Return On Assets. Sedangkan,
perkembangan kinerja keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan pada tahun

2011 hingga 2016 secara umum dapat dilihat dalam grafik berikut:



Gambar 1.1 ROA Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

di Indonesia
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Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK data diolah

Berdasarkan grafik rasio profitabilitas yaitu Return On Assets (ROA)
diatas, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia mengalami
perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2011, ROA mengalami kenaikan dari
1,67% menjadi 1,79%. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2012
yaitu naik sebesar 0,35%. Namun, ROA pada tahun 2013 mengalami penurunan
sebesar 0,14%. Penurunan yang signifikan pada tahun 2014 yaitu turun sebesar
1,2% dari angka 2% pada tahun 2013. ROA pada tahun 2015 jika dibandingkan
dengan ROA pada akhir tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 0,03%.

Menurut UU No. 1 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah
yang telah berdiri sendiri dalam melaksanakan kegiatan usahanya adalah Bank
Umum Syariah. Bentuk hukum dari bank umum syariah adalah Perseroan
Terbatas. BUS berbeda dengan UUS (Unit Usaha Syariah) yang merupakan unit
kerja dari bank umum konvensional. Sehingga, perbedaan pelaporan keuangan
atas kegiatan usaha yang dilaksanakan berbeda yaitu pada laporan konsolidasian.
Bank umum syariah mempublikasi laporan keungan secara keseluruhan berbeda
dengan unit usaha syariah yang masih bergabung dengan bank umum

konvensional.



Berdasarkan data statistik perbankan syariah Otoritas Jasa Perbankan,
perkembangan jumlah bank umum syariah dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Bank Umum Syariah
2011 2012 2013 | 2014 2015 | 2016
Jumlah BUS 11 11 11 12 12 13
Jumlah Kantor BUS | 1.401 |1.745 |1.998 |2163 |1.990 |1.869
Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK data diolah, 2017

Berdasarkan data diatas, jumlah bank umum syariah di Indonesia
semakin bertambah. Namun, jumlah kantor bank umum syariah yang tersebar di
seluruh Indonesia cenderung menurun. Penurunan terus terjadi pada kurun
waktu tahun 2014 sampai tahun 2016. Jika jumlah tersebut dibandingkan dengan
kinerja keuangan perbankan syariah pada gambar 1, ROA pada kurun waktu
2014 sampai 2016 mengalami kenaikan. Menurut Surat Edaran Bl Nomor
13/24/DPNP tahun 2011, kinerja keuangan perbankan syariah melalui indikator
ROA berada di level cukup bagus yaitu diatas 0,5%.

Kinerja keuangan bank dipengaruhi oleh pengelolaan aset yang dimiliki
(Purwoko dan Sudiyanto, 2013). Salah satu aset yang mendapatkan perhatian
pada sektor perbankan adalah modal intelektual atau intellectual capital.
Menurut penelitian Frier dan Williams, industri perbankan merupakan salah satu
sektor yang memiliki intellectual capital yang paling intensif. Industri
perbankan telah menerapkan bisnis berbasis pengetahuan (Marfuah dan Ulfa,
2014:2). Peran modal intelektual mengakibatkan persaingan semakin kompetitif.
Kesadaran mengenai peranan intellectual capital menjadikan perusahaan
berusaha meningkatkan investasi dan pengelolaan aset yang tidak mudah ditiru
dalam mencapai keunggulan kompetitif (Hamidah et al, 2014:187). Dengan
demikian, perbankan syariah harus memiliki keunggulan kompetitif melalui

penciptaan transformasi dan kapitalisasi dari pengetahuan yang dimiliki.

Kesulitan pengukuran intellectual capital secara langsung menyebabkan
keberadaannya sulit diketahui. Pulic dalam Ulum (2009:86) mengungkapkan
pengukuran intellectual capital melalui komponen utama dari VAIC™ yaitu



physical capital (VACA), human capital (VAHU) dan structural capital
(STVA). Value Added Capital Employed (VAIC™) digunakan untuk mengukur
kemampuan perusahaan dalam menciptakan efisiensi dari nilai tambah pada aset
berwujud dan aset tak berwujud yang dimiliki perusahaan. Perhitungan modal
intelektual untuk perbankan syariah menggunakan formula iB-VAIC yang
diadaptasi dari rumus VAIC dengan mengkontruksi perhitungan dengan
menggunakan akun-akun pada laporan keuangan perbankan syariah di

Indonesia.

Perkembangan Intellectual Capital Bank Umum Syariah melalui

perhitungan VAIC dapat dilihat dalam grafik berikut:

Gambar 2.2 Perkembangan Intellectual Capital Bank Umum Syariah
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Sumber: Pratiwi dan Kadry, 2015

Berdasarkan grafik diatas, Kkinerja intellectual capital bank umum
syariah tahun 2010 sampai 2014 mengalami fluktuatif. Berdasarkan kategori IC
menurut Ulum (2013), kinerja intellectual capital bank umum syariah melalui
perhitungan VAIC berada diantara skor 2 sampai 2,99 yang berarti termasuk
dalam kategori good performers. Skor tersebut menunjukkan bahwa kinerja dan

pengelolaan intellectual capital bank syariah masih baik.

Kinerja intellectual capital yang baik seharusnya beriringan dengan
Kinerja keuangan yang baik pula. Berdasarkan gambar grafik 1, kinerja keuangan



bank syariah justru kurang baik. Penurunan ROA yang drastis terjadi pada tahun
2014 yaitu sebesar 1,2%. Hal tersebut tidak beriringan yang dengan VAIC pada
tahun 2014 yang termasuk dalam kategori baik. Pada tahun 2011, ROA
mengalami kenaikan namun VAIC mengalami penurunan. Sehingga, hal
tersebut kinerja keuangan dan intellectual capital tidak sesuai dengan teori dan
data.

Dalam penelitian Ulum, Ghozali dan Chariri (2008) menyimpulkan
bahwa terdapat pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan. Janeth
Isanzu (2015) meneliti mengenai dampak intellectual capital terhadap kinerja
keuangan bank di Tanzania yang membuktikan bahwa intellectual capital
memiliki hubungan positif dengan kinerja keuangan. Hal sebaliknya terjadi pada
penelitian Maisaroh (2015) yang menunjukkan bahwa intellectual capital tidak
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang memiliki tujuan profit
oriented sekaligus falah oriented. Bank syariah tentu memiliki perbedaan
karakteristik dalam orientasi pengukuran kinerja yakni dari segi tujuan syariah
(magashid syariah). Konsep, teori dan pengukuran terhadap perbankan syariah
masih ada yang mengunakan konsep perbankan konvensional sehingga ada
kebutuhan pengembangan pengukuran yang sesuai syariah. Pada dasarnya nilai-
nilai syariah tidak hanya diterapkan pada sebuah produk tertentu, namun harus
memiliki dampak yang luas dari segi ekonomi dan sosial sebagai konsekuensi

dari upaya pencapaian magashid syariah (Ghifari, 2015:50).

Dalam artikel yang dilansir replubika.co.id pada tanggal 22 Oktober
2017, Izzudin Al Farras Adha, peneliti INDEF menyebutkan bahwa perbankan
syariah perlu mengejar kemashlahatan umat yang dapat diukur melalui index.
Lebih lanjut, Dalam artikel yang dilansir harian ekonomi neraca.co.id, Agus
Yuliawan, pemerhati ekonomi syariah menyebutkan bahwa penyebab
munculnya berbagai kasus di bank syariah tidak terlepas dari unsur kepatuhan

yang diterabas sehingga mengurangi citra bank syariah sebagai beyond banking.



Dengan demikian, kepentingan mashlahat dan kepatuhan syariah merupakan hal
yang penting dalam eksistensi perbankan syariah.

Usaha-usaha pengembangan evaluasi kinerja yang sejalan dengan
konsep magqashid syariah telah dilakukan para peneliti. Salah satunya adalah
Hameed et. al. (2004:4) yang menyajikan sebuah alternatif pengukuran Kinerja
perbankan syariah yaitu Islamicity Indices yang terdiri dari Islamicity Disclosure
Index dan Islamicity Performance Index. Indeks yang bertujuan menilai apakah
kinerja keuangan bank syariah telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah adalah Islamicity Performance Index dalam rangka pemberian informasi
pemenuhan prinsip syariah kepada para stakeholder. Lebih lanjut, Falikhatun
dan Assegaf (2012) meneliti mengenai implementasi prinsip-prinsip syariah
yang hasilnya membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan
signifikan terhadap kinerja bank syariah dan kesejahteraan masyarakat serta
tidak menyebabkan sistem keuangan yang mengkhawatirkan atau bahkan

bangkrut.

Dewanata et. al. (2016) meneliti mengenai pengaruh intellectual capital
dan islamicity performance index terhadap kinerja keuangan perbankan syariah
di Indonesia yang membuktikan bahwa intellectual capital dan islamicity
performance index berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian
menyatakan bahwa salah satu islamicity performance index yaitu Profit Sharing
Ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Equitable
Distribution Ratio berpengaruh positif namun tidak signifikan. Penelitian
Dewanata membuktikan bahwa Zakat Performance Ratio (ZPR) merupakan
proksi yang berpengaruh positif signifikan.

Penelitian Maisaroh (2015) menyimpulkan bahwa intellectual capital
tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Indikator islamicity
performance index yaitu ZPR berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja
keuangan perbankan syariah. Penelitian Maisaroh menunjukkan bahwa PSR dan
EDR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dengan ROA sebagai
proksi pengukurannya. Lebih lanjut, hasil penelitian Khasanah (2016)



menunjukkan PSR berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.
Zakat performance Ratio tidak berpengaruh siginifikan terhadap kinerja
keuangan perbankan syariah. Beberapa penelitian terdahulu diatas menunjukkan

bahwa tidak terdapat konsistensi hasil penelitian.

Berdasarkan fenomena dan research gap diatas, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian mengenai intellectual capital dan islamicity performance
index terhadap Kinerja keuangan. Penelitian ini merupakan replikasi dari
penelitian Dewanata et al (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian
Dewanata et al (2016) adalah penambahan variabel yang diteliti yaitu
menambahkan variabel islamic income vs non-islamic income dan penambahan
periode penelitian yakni dari tahun 2011 sampai 2016. Oleh karena itu, penunlis
melakukan peneltian dengan judul “Analisis Pengaruh Intellectual Capital dan
Islamicity Performance Index terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum
Syariah di Indonesia Periode 2011-2016”.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini

sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Intellectual Capital terhadap kinerja keuangan Bank
Umum Syariah di Indonesia ?

2. Bagaimana pengaruh Profit Sharing Ratio terhadap kinerja keuangan Bank
Umum Syariah di Indonesia ?

3. Bagaimana pengaruh Zakat Performance Ratio terhadap kinerja keuangan
Bank Umum Syariah di Indonesia ?

4. Bagaimana pengaruh Equitable Distribution Ratio terhadap Kkinerja
keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia ?

5. Bagaimana pengaruh Islamic Income vs Non-Islamic Income terhadap

kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia ?



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh Intellectual Capital terhadap Kkinerja
keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia

2. Untuk menganalisis pengaruh Profit Sharing Ratio terhadap Kkinerja
keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia

3. Untuk menganalisis pengaruh Zakat Performance Ratio terhadap kinerja
keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia

4. Untuk menganalisis pengaruh Equitable Distribution Ratio terhadap kinerja
keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia

5. Untuk menganalisis pengaruh Islamic Income vs Non-Islamic Income

terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, dapat menjadi khazanah dan sumbangan ilmu pengetahuan
penelitian selanjutnya mengenai pengaruh Intellectual Capital dan
Islamicity Performance Index terhadap kinerja keuangan Bank Umum
Syariah di Indonesia.

2. Bagi Praktisi, dapat memberikan informasi dan menjadi acuan serta bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai aktiva tidak
berwujud atau Intellectual Capital dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah
melalui indikator Islamicity Performance Index yaitu Profit Sharing Ratio,
Zakat Performance Ratio, Equitable Distribution Ratio dan Islamic Income
vs Non-Islamic Income.

3. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi, literatur dan
pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan
dengan Intellectual Capital dan Islamicity Performance Index Bank Umum
Syariah di Indonesia.

D. Sistematika Penulisan
BAB I . Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika kepenulisan



BAB Il

BAB Il

BAB IV

BAB V

: Kerangka teori, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai teori yang

digunakan dan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan
dasar bagi penelitian ini. Dalam bab ini juga mengambarkan

hipotesis dan kerangka pemikiran.

: Metode Penelitian, berisi tentang jenis penelitian, populasi dan

sampel penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional

variabel penelitian dan metode analisis penelitian.

: Hasil dan Pembahasan, berisi tentang analisis data dan intepretasi

hasil sebagai pembahasan hasil penelitian.

: Penutup, berisi kesimpulan dan hasil analisis penelitian dan saran

bagi peneliti selanjutnya mengenai pengaruh intellectial capital

dan islamicity performance index terhadap kinerja keuangan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intellectual capital dan

islamicity performance index terhadap kinerja keuangan bank umum syariah

periode 2011-2016. Variabel independen dalam penelitian ini adalah intellectual

capital, profit sharing ratio, zakat performing ratio, equitable distribution ratio

dan islamic vs non-islamic income, sedangkan kinerja keungan yang diproksikan

melalui Return on Assets sebagai variabel dependen dalam peneltian ini. Sampel

dalam penelitian ini sebanyak 7 perusahaan. Alat pengujian hipotesis dalam

penelitian ini adalah regresi data panel. Pengujian ini menghasilkan kesimpulan

sebagai berikut:

1.

Intellectual capital berpengaruh positif signifikan terhadap Kkinerja
keuangan Bank Umum Syariah yang diproksikan dengan ROA. Hal ini
menunjukkan bahwa peningkatan nilai intellectual capital akan berdampak
pada peningkatan kinerja keuangan.

Profit Sharing Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja
keuangan Bank Umum Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan
bank umum syariah melalui akad mudharabah dan musyarakah belum
efektif dalam menghasilkan profitabilitas bank syariah.

Zakat Performing Ratio berpegaruh positif signifikan terhadap kinerja
keuangan Bank Umum Syariah. Hal imi menunjukkan bahwa pembayaran
zakat Bank Umum Syariah berdampak pada kinerja keuangan. Semakin
baik nilai zakat performance ratio yang dimiliki olen Bank Umum Syariah
di Indonesia, maka kinerja keuangan juga akan semakin meningkat.
Equitable Distribution Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja
keuangan Bank Umum Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan
yang harmonis antara perusahaan dan stakeholder melalui distribusi
kekayaan perusahaan yang akan berdampak pada perusahaan dapat menjaga

kinerja dan keberlangsungan bisnisnya.
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5. Islamic Income Vs Non-Islamic Income tidak berpengaruh signifikan
terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Hal ini menunjukkkan
bahwa nilai islamic income vs non-islamic income ratio yang dimiliki oleh
Bank Umum Syariah di Indonesia tidak mempengaruhi nilai Kinerja
keuangan bank.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dalam penelitian ini, ada
beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi praktisi perbankan syariah seharusnya mengimplementasikan prinsip-
prinsip syariah sebagai suatu kewajiban dalam rangka hablumminallah wa
hablum minnannas, tidak hanya sebagai kewajiban regulasi dan senantiasa
melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan tujuan bank syariah yaitu
profit oriented dan falah oriented.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ukuran sampel dengan
menambahkan Unit Usaha Syariah dan BPRS sebagai objek penelitian agar
hasil peneltian dapat digeneralisasi.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain
misalnya penambahan indikator islamicity performance index lainnya selain
yang terdapat dalam penelitian ini seperti directors employees ratio dan
menggunakan pengukuran Kinerja islami lainnya seperti magashid shariah
index dan lainnya. Hal tersebut mengingat bahwa perbankan syariah
merupakan lembaga keuangan yang tidak hanya bertujuan profit oriented
melainkan juga falah oriented.

4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan rasio Kkinerja

keuangan selain Return on Assets sebagai variabel dependen penelitian.
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Lampiran 1

Terjemahan Ayat Al-Quran

No

Alguran

Halaman

Terjemahan

1.

Q.S. Al Mujadalah
[58]: 11

18

“Hai  orang-orang beriman apabila
dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah
dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya
Allah akan memberi kelapangan untukmu.
Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu",
maka berdirilah, niscaya Allah akan
meninggikan orang-orang yang beriman di
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu
pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah
Maha Mengetahui apa yang kamu

kerjakan”

Q.S. Al-Bagarah
[2]: 278

24

“Hai  orang-orang yang  beriman,
bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan
sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu

orang-orang yang beriman”

Q.S. At-Taubah
[9]: 103

26

“Ambillah zakat dari sebagian harta
mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka dan
mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya
doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa
bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar
lagi Maha Mengetahui”

Q.S. Al-Hasyr [59]:

7

27

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang
diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari
harta benda) yang berasal dari penduduk

kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk




Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim,
orang-orang miskin dan orang-orang yang
dalam perjalanan, supaya harta itu jangan
beredar di antara orang-orang kaya saja di
antara kamu. Apa yang diberikan Rasul
kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang
dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.
Dan bertakwalah kepada  Allah.
Sesungguhnya  Allah  amat  keras

hukumannya”

Q.S. Al-Bagarah
[2]: 275

28-29

“Orang-orang yang makan (mengambil)
riba tidak dapat berdiri melainkan seperti
berdirinya orang yang kemasukan syaitan
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan
mereka yang demikian itu, adalah
disebabkan mereka berkata (berpendapat),
sesungguhnya jual beli itu sama dengan
riba, padahal Allah telah menghalalkan jual
beli dan mengharamkan riba. Orang-orang
yang telah sampai kepadanya larangan dari
Tuhannya, lalu terus Dberhenti (dari
mengambil riba), maka baginya apa yang
telah diambilnya dahulu (sebelum datang
larangan); dan urusannya (terserah) kepada
Allah. Orang yang kembali (mengambil
riba), maka orang itu adalah penghuni-
penghuni neraka; mereka kekal di

dalamnya”




Lampiran 2

Kriteria Sampel Penelitian

o Jumlah Jumlah
No. Kriteria Bank Data
1. | Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank
Indonesia periode 2016 13 8
2. | Bank Umum Syariah yang tidak mengalami
perubahan bentuk badan usaha pada periode 11 66
2011-2016

3. | Bank Umum Syariah yang menyediakan
laporan keuangan tahunan secara lengkap
pada periode 2011-2016 yaitu terdapat
laporan posisi keuangan, laporan laba rugi,
laporan perubahan ekuitas, laporan arus 7 42
kas, laporan sumber dan penyaluran dana
zakat, laporan sumber dan penggunaan dana
kebajikan dan catatan atas laporan
keuangan.

Jumlah Sampel Penelitian 7 42

Sampel Penelitian

No. Nama Bank

BCA Syariah

Bank Muamalat Indonesia

BRI Syariah

Bank Syariah Mandiri

Bank Panin Syariah

BNI Syariah

Njo|alrMwINE

Bank Mega Syariah




Lampiran 3

Penelitian Terdahulu

Utami (2016)

Capital dan Sharia
Compliance terhadap
Kinerja Keuangan

No. | Peneliti/Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian
1. | Pandu The Effect Of Intellectual Capital berpengaruh
Dewanata, Intellectual Capital positif dan signifikan terhadap
Hamidah dan | Ang jstamicity ROA _ _
Gatot Nazir Performance Index To Profit Sharing Rat!o o
Ahmad berpengaruh negatif signifikan
(2016) The P.erformance Of terhadap ROA
Islamic Bank In Zakat Performance Ratio
Indonesia 2010-2014 | berpengaruh positif signifikan
Periods terhadap ROA
Equitable disribution ratio
berpengaruh positif dan tidak
signifikan terhadap ROA
Intellectual Capital, PSR, ZPR
dan EDR bersama-sama
berpengaruh terhadap ROA
2. | Anita Nur Pengaruh Intellectual | Terdapat pengaruh positif
Khasanah Capital dan Islamicity | signifikan Intellectual Capital
(2016) Performance Index Terdapat pengaruh negatif
terhadap Kinerja signifikan Profit Sharing Ratio
Keuangan Perbankan | Tidak terdapat pengaruh
Syariah di Indonesia | signifikan Zakat Performing
Ratio
Tidak terdapat pengaruh
signifikan Equitable
Distribution Ratio
Tidak terdapat pengaruh
signifikan Islamic Income vs
Non-Islamic Income
Terdapat pengaruh positif
signifikan Intellectual Capital,
Profit Sharing Ratio, Zakat
Performing Ratio, Equitable
Distribution Ratio, dan
Islamiclncome vs Non-Islamic
Income
3. | Mustika Diah | Pengaruh Intellectual | CE tidak berpengaruh signifikan

terhadap kinerja keuangan




pada Bank Umum
Syariah di Indonesia

HC berpengaruh positif
signifikan terhadap kinerja
keuangan

SC berpengaruh positif
signifikan terhadap kinerja
keuangan

PSR berpengaruh negatif
signifikan terhadap kinerja
keuangan

ZPR berpengaruh positif
signifikan terhadap kinerja
keuangan

EDR tidak berpengaruh
signifikan terhadap kinerja
keuangan

Siti Maisaroh
(2015)

Pengaruh Intellectual
Capital dan Islamicity
Performance Index
terhadap Profitability
Perbankan Syariah
Indonesia

ZPR dan Director-Employees
Welfare Ratio berpengaruh
positif signifikan terhadap
profitabilitas

Intellectual Capital, PSR, EDR
dan Islamic Income vs Non-
Islamic Income berpengaruh
positif tidak signifikan terhadap
profitabilitas

Secara simultan berpengaruh
positif signifikan terhadap
profitabilitas

dan variabel yang paling
dominan adalah ZPR

Falikhatun dan
Assegaf (2012)

Bank Syariah di
Indonesia : Ketaatan
pada prinsip-prinsip
syariah dan kesehatan
finansial

Islamic Invesment Ratio
berpengaruh positif signifikan
terhadap kesehatan finansial
Profit Sharing Financing Ratio
berpengaruh positif signifikan
terhadap kesehatan finansial
Islamic Income Ratio
berpengaruh positif signifikan
terhadap kesehatan finansial
Director’s employee Welfare
Ratio positif signifikan terhadap
kesehatan finansial

Secara simultan, Implementasi
prinsip-prinsip syariah
berpengaruh terhadap kesehatan
finansial




Lampiran 4

Hasil Keputusan Hipotesis

VI

Hipotesis Nilai sign. Keputusan
Intellectual ~ Capital  berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja 0,0000 < o
H1 keuangan Bank Umum Syariah di 0,05 Diterima
Indonesia periode 2011-2016
Profit Sharing Ratio berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja 0,5875 > i
H2 keuangan Bank Umum Syariah di 0,05 Ditolak
Indonesia periode 2011-2016
Zakat Performance Ratio berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja 0,0050 < o
H3 keuangan Bank Umum Syariah di 0,05 Diterima
Indonesia periode 2011-2016
Equitable Distribution Ratio
berpengaruh positif dan signifikan 0.0132 <
H4 | terhadap Kkinerja keuangan Bank ’ Diterima
. . . 4 0,05
Umum Syariah di Indonesia periode
2011-2016
Islamic Income vs Non-Islamic Income
berpengaruh positif dan signifikan 0.7549 >
H5 | terhadap Kinerja keuangan Bank ’005 Ditolak
Umum Syariah di Indonesia periode ’
2011-2016




Lampiran 5

Perhitungan IB-VACA dan IB-STVA

IB-VA TOTAL EKUITAS (CE)|  IB-VACA BERGD NN IB-VAHU SC (I1B-VA-HC) IB-STVA =
(HC) SC/IB-VA
BCAS-2011 41.417.081.529( 311.374.488.072( 0,133013728 32.754.944.488| 1,264452808 8.662.137.041| 0,209144071
BCAS-2012 49.999.573.044 304.375.857.598( 0,164269182 39.038.795.029| 1,280766299 10.960.778.015| 0,219217432
BCAS-2013 57.443.877.875 313.516.941.577| 0,183224159 40.682.976.814( 1,411988069 16.760.901.061| 0,291778718
BCAS-2014 69.093.576.836( 626.033.860.485| 0,110367156 51.595.868.205| 1,339130036 17.497.708.631| 0,253246531
BCAS-2015 96.948.296.808( 1.052.551.191.056| 0,092107916 65.056.163.952| 1,490224614 31.892.132.856| 0,328960218
BCAS-2016 129.943.779.366( 1.099.066.354.652| 0,118231059 80.702.641.655( 1,610155216 49.241.137.711| 0,378941862
BMI-2011 717.211.437 2.067.401.205( 0,346914491 410.355.072| 1,747782557 306.856.365| 0,427846447
BMI-2012 1.068.716.084 1.809.130.629| 0,590734614 546.874.763| 1,954224543 521.841.321| 0,488288077
BMI-2013 993.409.223 3.321.206.899( 0,299110912 754.058.623| 1,317416435 239.350.600| 0,240938572
BMI-2014 957.111.678 3.896.440.258( 0,245637457 860.391.877| 1,112413661 96.719.801| 0,10105383
BMI-2015 1.009.055.313 3.518.592.629( 0,286778101 924.521.476| 1,091435233 84.533.837( 0,083775226
BMI-2016 978.913.406 3.618.746.556( 0,270511734 880.811.834| 1,11137631 98.101.572 0,10021476
BRIS-2011 319.176 966.676| 0,330178881 302.475] 1,055214481 16.701| 0,052325363
BRIS-2012 461.435 1.068.564 0,4318272 323.383| 1,426899373 138.052| 0,299179733
BRIS-2013 584.209 17.400.914| 0,033573466 400.267| 1,459548252 183.942( 0,314856498
BRIS-2014 462.415 20.343.249| 0,022730637 447.030| 1,034416035 15.385| 0,03327098
BRIS-2015 678.167 2.339.812| 0,289838243 509.098| 1,332095196 169.069 0,2493029
BRIS-2016 776.836 2.510.014| 0,309494688 538.227| 1,443324099 238.609| 0,307154921
BSM-2011 1.731.994.055.099| 3.073.264.468.871| 0,563568177 964.882.009.934| 1,79503197| 767.112.045.165| 0,442906858
BSM-2012 2.098.423.907.177| 4.180.690.176.525( 0,501932413 973.159.658.117| 2,156299729| 1.125.264.249.060| 0,53624258
BSM-2013 2.098.901.668.187( 4.861.998.914.310( 0,431695215( 1.192.402.774.018| 1,76022877| 906.498.894.169| 0,431892026
BSM-2014 1.472.385.056.038| 4.936.978.820.072| 0,298236049| 1.359.776.221.349| 1,08281424| 112.608.834.689| 0,076480561

Vil



IB-VA TOTAL EKUITAS (CE)|  IB-VACA BEBAN KARYAWAN | 15 vanU SC (IB-VA-HC) IB-STVA =
(HC) SC/IB-VA
BSM-2015 | 1.852.438.374.614| 5.613.738.764.182| 0,329983003| 1.370.214.646.997| 1,351932983| 482.223.727.617| 0,260318364
BSM-2016 | 1.931.025.353.177| 6.392.436.931.362| 0,302079688| 1.485.174.807.624| 1,300200719| 445.850.545.553| 0,230887981
BPS-2011 27.366.896 452.609.519| 0,060464694 14.956.172| 1,829806183 12.410.724| 0,453494032
BPS-2012 66.756.163 487.666.331| 0,136889014 19.906.828| 3,353430441 46.849.335|  0,7017979
BPS-2013 79.823.647 525.995.008| 0,151757423 35.374.636| 2,256522074 44.449.011| 0,556840143
BPS-2014 152.921.976 1.072.794.674| 0,142545428 54.735.807| 2,793819702 98.186.169| 0,642067096
BPS-2015 153.961.648 1.155.490.602| 0,133243531 76.656.350| 2,008465678 77.305.298| 0,502107499
BPS-2016 120.716.192 1.187.940.719| 0,101618027 92.253.397| 1,308528422 28.462.795| 0,235782744
BNIS-2011 273.020 1.076.677| 0,253576514 183.764| 1,485709932 89.256| 0,326921105
BNIS-2012 369.096 1.187.218| 0,310891513 317.073| 1,164072627 52.023| 0,140947071
BNIS-2013 632.884 1.304.680| 0,485087531 461.512| 1,371327289 171.372| 0,270779479
BNIS-2014 864.591 1.950.000 0,44338 644.458| 1,341578505 220.133| 0,254609405
BNIS-2015 977.353 2.215.658| 0,44111185 669.585| 1,459639926 307.768| 0,31489953
BNIS-2016 1.124.107 2.486.566| 0,452072054 750.910| 1,496992982 373.197| 0,331994196
BMS-2011 379.739.669 435.641.495| 0,87167929 305.364.248| 1,243562963 74.375.421| 0,195858971
BMS-2012 573.362.260 620.513.128| 0,924013102 320.308.338| 1,790032266 253.053.922| 0,441350852
BMS-2013 564.346.409 770.053.081| 0,732866893 359.487.130| 1,569865405 204.859.279| 0,363002716
BMS-2014 363.638.776 787.449.303| 0,461793254 339.721.200| 1,070403543 23.917.576| 0,065772898
BMS-2015 282.665.301 874.286.571| 0,323309668 265.509.022 1,064616558 17.156.279| 0,060694676
BMS-2016 311.919.973 1.061.800.638| 0,293765102 160.896.637| 1,938635753 151.023.336| 0,484173343

VI



Lampiran 5

PERHITUNGAN IB-VAIC

IB-VA IB-VACA IB-VAHU IB-STVA IB-VAIC
BCAS-2011 41.417.081.529| 0,133013728( 1,264452808( 0,209144071| 1,606610607
BCAS-2012 49.999.573.044| 0,164269182( 1,280766299( 0,219217432( 1,664252913
BCAS-2013 57.443.877.875| 0,183224159| 1,411988069( 0,291778718( 1,886990946
BCAS-2014 69.093.576.836( 0,110367156| 1,339130036| 0,253246531| 1,702743723
BCAS-2015 96.948.296.808| 0,092107916( 1,490224614| 0,328960218| 1,911292748
BCAS-2016 129.943.779.366| 0,118231059| 1,610155216| 0,378941862( 2,107328137
BMI-2011 434.379.882| 0,346914491( 1,747782557| 0,427846447| 2,522543495
BMI-2012 1.068.716.084( 0,590734614| 1,954224543( 0,488288077| 3,033247234
BMI-2013 993.409.223| 0,299110912| 1,317416435| 0,240938572| 1,857465919
BMI-2014 957.111.678| 0,245637457| 1,112413661 0,10105383] 1,459104948
BMI-2015 1.009.055.313( 0,286778101| 1,091435233( 0,083775226 1,46198856
BMI-2016 978.913.406| 0,270551734| 1,11137631| 0,10021476] 1,482142804
BRIS-2011 319.176] 0,330178881( 1,055214481| 0,052325363| 1,437718725
BRIS-2012 461.435 0,4318272( 1,426899373| 0,299179733| 2,157906306
BRIS-2013 584.209( 0,033573466| 1,459548252( 0,314856498| 1,807978216
BRIS-2014 462.415| 0,022730637( 1,034416035| 0,03327098| 1,090417652
BRIS-2015 678.167( 0,289838243| 1,332095196 0,2493029( 1,871236339
BRIS-2016 775.836( 0,309494688| 1,443324099( 0,307154921| 2,059973708
BSM-2011 | 1.731.994.055.099| 0,563568177( 1,79503197| 0,442906858| 2,801507005
BSM-2012 | 2.098.423.907.177| 0,501932413| 2,156299729| 0,53624258( 3,194474722
BSM-2013 | 2.098.901.668.187| 0,431695215( 1,76022877| 0,431892026 2,623816011
BSM-2014 | 1.472.385.056.038] 0,298236049( 1,08281424| 0,076480561 1,45753085
BSM-2015 | 1.852.438.374.614| 0,329983003| 1,351932983| 0,260318364 1,94223435
BSM-2016 | 1.931.025.353.177] 0,302079688( 1,300200719| 0,230887981| 1,833168388
BPS-2011 27.366.896| 0,060464694| 1,829806183| 0,453494032( 2,343764909
BPS-2012 66.756.163| 0,136889014| 3,353430441 0,7017979( 4,192117355
BPS-2013 79.823.647| 0,151757423| 2,256522074| 0,556840143 2,96511964
BPS-2014 152.921.976( 0,142545428| 2,793819702( 0,642067096| 3,578432226
BPS-2015 153.961.648( 0,133243531| 2,008465678( 0,502107499| 2,643816708
BPS-2016 120.716.192( 0,101618027| 1,308528422( 0,235782744| 1,645929193




BNIS-2011 273.020| 0,253576514| 1,485709932| 0,326921105( 2,066207551
BNIS-2012 369.096| 0,310891513| 1,164072627( 0,140947071( 1,615911211
BNIS-2013 632.884| 0,485087531| 1,371327289| 0,270779479| 2,127194299
BNIS-2014 864.591 0,44338| 1,341578505| 0,254609405 2,03956791
BNIS-2015 977.353| 0,44111185| 1,459639926| 0,31489953| 2,215651306
BNIS-2016 1.124.107| 0,452072054| 1,496992982| 0,331994196| 2,281059232
BMS-2011 379.739.669| 0,87167929| 1,243562963( 0,195858971| 2,311101224
BMS-2012 573.362.260( 0,924013102| 1,790032266( 0,441350852 3,15539622
BMS-2013 564.346.409| 0,732866893| 1,569865405( 0,363002716] 2,665735014
BMS-2014 363.638.776( 0,461793254| 1,070403543( 0,065772898] 1,597969695
BMS-2015 282.665.301| 0,323309668| 1,064616558( 0,060694676| 1,448620902
BMS-2016 311.919.973| 0,293765102| 1,938635753( 0,484417334| 2,716818189

Xl



Lampiran 6

Data Return On Assets Bank Umum Syariah Periode 2011-2016

Tahun Nama Bank ROA
BCA Syariah 0,90%

Bank Muamalat Indonesia 1,52%

BRI Syariah 0,20%

2011 Bank Syariah Mandiri 1,95%
Bank Panin Syariah 2,06%

BNI Syariah 1,29%

Bank Mega Syariah 1,58%

BCA Syariah 0,80%

Bank Muamalat Indonesia 1,54%

BRI Syariah 1,19%

2012 Bank Syariah Mandiri 2,25%
Bank Panin Syariah 3,48%

BNI Syariah 1,48%

Bank Mega Syariah 3,81%

BCA Syariah 1,00%

Bank Muamalat Indonesia 0,50%

BRI Syariah 1,15%

2013 Bank Syariah Mandiri 1,53%
Bank Panin Syariah 1,03%

BNI Syariah 1,37%

Bank Mega Syariah 2,33%

BCA Syariah 0,80%

Bank Muamalat Indonesia 0,17%

BRI Syariah 0,08%

2014 Bank Syariah Mandiri 0,17%
Bank Panin Syariah 1,99%

BNI Syariah 1,27%

Bank Mega Syariah 0,29%




Xl

BCA Syariah 1,00%
Bank Muamalat Indonesia 0,20%
BRI Syariah 0,76%
2015 Bank Syariah Mandiri 0,56%
Bank Panin Syariah 1,14%
BNI Syariah 1,43%
Bank Mega Syariah 0,30%
BCA Syariah 1,10%
Bank Muamalat Indonesia 0,22%
BRI Syariah 0,95%
2016 Bank Syariah Mandiri 0,59%
Bank Panin Syariah 0,37%
BNI Syariah 1,44%
Bank Mega Syariah 2,63%




Lampiran 7

PROFIT SHARING RATIO (DALAM PRESENTASE)

X1

2011 2012 2013 2014 2015 2016

BCAS | 37,8896813| 51,5346225| 54,9721879| 51,2081021| 48,1674246( 51,9335187
BMI 44,6095172 46,0151724| 51,0435649| 51,4789717| 54,2106334| 54,5527893
BRIS 19,3194395| 23,6728235| 28,8705101] 31,8979669| 37,3400444( 37,5495882
BSM 27,6454891| 23,8099924| 22,4073390| 22,3731633| 26,8072046| 30,1608792
BPS 45,6514052 49,4378248| 52,3210602| 86,8898292| 90,5575205| 83,8452812
BNIS 20,1855070 18,5769712| 17,3562724| 16,9205674| 19,6873883| 20,6697253
BMS 1,7715117 0,5850363| 0,6066868[ 0,7462343| 1,4053408 7,2850046

28,15322157| 30,51892044| 32,51108876( 37,35926213| 39,73936523| 40,85668379
Lampiran 8
ZAKAT PERFORMANCE RATIO (DALAM PRESENTASE)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

BCAS | 0,000000000| 0,000000000{ 0,000000000| 0,000000000{ 0,000000000{ 0,000000000
BMI 0,015621700( 0,018954100| 0,022202400( 0,022521000| 0,002966100| 0,004021400
BRIS | 0,000000000| 0,000000000| 0,017361400| 0,021982200| 0,000920900( 0,015949800
BSM [ 0,046066400| 0,062430400| 0,042811300| 0,004803100| 0,015859700( 0,016488800
BPS 0,000000000{ 0,000000000{ 0,000000000{ 0,046175400| 0,030711400| 0,009194800
BNIS [ 0,035994900| 0,057059100| 0,041748600| 0,033667400| 0,039077200( 0,039480400
BMS | 0,049330400| 0,104626200| 0,070971500| 0,010398700| 0,009273100( 0,068881600

0,021001914( 0,034724257| 0,027870743[  0,0199354| 0,014115486 0,0220024




Lampiran 9

ISLAMIC INCOME RATIO (DALAM PRESENTASE)

XV

2011 2012 2013 2014 2015 2016

BCAS | 98,9903551| 99,9989168| 99,9994829| 99,9995367| 99,9906075[ 99,9980288
BMI 99,9221479| 99,9326101| 99,9777747| 99,9703978| 99,9722412| 99,9697315
BRIS 99,9976591| 99,9968967 99,9820760| 99,9924967| 99,9935294( 99,9953300
BSM 99,9874440| 99,9922194| 99,9971200] 99,9932721| 99,9938183| 99,9941589
BPS 100,0000000{ 100,0000000{ 100,0000000{ 100,0000000/ 100,0000000{ 100,0000000
BNIS | 100,0000000f 99,9751168| 99,9918261| 99,9999530| 99,9893323| 99,9989687
BMS 99,9921643| 99,9959666( 99,9923825| 99,9879771| 99,9738227( 99,9864712

99,84139577( 99,98453234| 99,99152317| 99,99194763| 99,98762163| 99,99181273




Lampiran 10

EQUITABLE DISTRIBUTION RATIO (EDR)

QARD AND DONATION (DALAM PRESENTASE)

2011 2012 2013 2014 2015 2016
BCAS 0,010349995| 0,061801113| 0,070431245[ 0,087265718| 0,098095616| 0,095961421
BMI 0,146088095| 0,145205542| 0,055558744( 0,072400655| 0,108853180| 0,031630739
BRIS 0,034310007| 0,107013005| 0,159687177| 0,127015565| 0,054548270| 0,029067091
BSM 0,023120557| 0,028334556| 0,009630722| 0,034702442| 0,081251467( 0,513009837
BPS 0,000000000| 0,017752419( 0,012701503| 0,006648315| 0,039518555| 0,090437334
BNIS 0,048142613| 0,032396871| 0,009308525| 0,043438073| 0,024427648( 0,024706657
BMS 0,021089409| 0,003007075| 0,006267047| 0,010068327| 0,016765356] 0,034633503
0,040442954| 0,056501511| 0,046226423| 0,054505585| 0,060494299( 0,117063798
BEBAN KARYAWAN (DALAM PRESENTASE)
2011 2012 2013 2014 2015 2016
BCAS | 33,555726487( 30,298150164| 24,509529021| 21,417419962| 18,104426463| 18,846917608
BMI 15,926959073| 16,824801994| 16,242862800( 15,675319481| 17,687976199| 21,375769662
BRIS 26,339897227| 21,874959836( 21,927103762| 20,921064085] 20,211364620| 19,980451175
BSM 20,780240388| 17,661706786| 18,675222615| 20,878017051| 20,095438666| 20,597691585
BPS 20,822263628| 14,137470293| 12,143541342| 10,265186719| 10,788930099| 13,017156665
BNIS 18,128850546| 32,201169334| 32,545423132| 31,139058365| 26,901951520 26,694210146
BMS 31,723899136| 25,950138788| 21,962593594| 24,714048117] 18,617119596| 14,158383645
23,896833783| 22,706913885| 21,143753752| 20,715730540] 18,915315309]| 19,238654355




SHAREHOLDERS (DALAM PRESENTASE)

2011 2012 2013 2014 2015 2016
BCAS | 0,000000000| 0,000000000{ 0,000000000| 0,000000000 0,000000000| 0,000000000
BMI 1,819669203| 0,000000000| 0,000000000( 0,000000000| 0,000000000| 0,000000000
BRIS 0,000000000 0,000000000| 0,000000000 0,000000000| 0,000000000 0,000000000
BSM 0,000000000 0,000000000| 0,000000000| 0,000000000| 0,000000000| 0,000000000
BPS 0,000000000| 0,000000000| 11,926309603| 0,000000000| 0,000000000| 0,000000000
BNIS 3,006940231| 0,000000000| 0,000000000{ 0,000000000| 0,000000000| 0,000000000
BMS 0,000000000| 0,000000000| 18,416859149| 10,875830515| 0,000000000| 0,000000000
0,689515633| 0,000000000| 4,334738393| 1,553690074| 0,000000000| 0,000000000
NET PROFIT (DALAM PRESENTASE)
2011 2012 2013 2014 2015 2016
BCAS | 6,938349037| 6,488168471| 7,651752975| 5,375435849| 6,522221631| 8,597914914
BMI | 10,619973700| 11,980477044| 3,557304986| 1,041630569| 1,425187064| 1,953863979
BRIS 1,014844739| 6,892124533| 7,097670485| 0,307804484| 4,868730820| 6,318621351
BSM | 11,868158073| 14,622339028| 10,199620278| 1,102086556| 4,246890171| 4,513120313
BPS 12,854851683| 24,896715751| 7,322940076| 13,303923752| 7,540841789| 2,757265826
BNIS 6,546014176| 10,347905832| 8,283317643| 7,887996452| 9,181460862| 9,860444713
BMS 5,596138054| 14,977582426| 9,136023917| 1,265540883| 0,857100466| 9,743819020
7,919761352|  12,8864733| 7,606947194| 4,326345506| 4,948918972| 6,249292874

XVI



Lampiran 11

Model Common Effect

Dependent Variable: ROA
Method: Panel Least Squares
Date: 03/15/18 Time: 11:15
Sample: 2011 2016

Periods included: 6
Cross-sections included: 7

Total panel (balanced) observations: 42

XVII

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

Cc 9.926678 36.52035 0.271812 0.7873

VAIC 0.887869 0.103827 8.551421 0.0000

PSR -0.001789 0.003268 -0.547397 0.5875

ZPR 8.282872 2.772601 2.987402 0.0050

EDR 0.094521 0.036247 2.607712 0.0132

IIR -0.114755 0.364736 -0.314625 0.7549

R-squared 0.864342 Mean dependent var 1.200476

Adjusted R-squared 0.845501 S.D. dependent var 0.852394

S.E. of regression 0.335045 Akaike info criterion 0.782462

Sum squared resid 4.041193 Schwarz criterion 1.030700

Log likelihood -10.43170 Hannan-Quinn criter. 0.873451

F-statistic 45.87469 Durbin-Watson stat 1.497638
Prob(F-statistic) 0.000000




Lampiran 12 Model Fixed Effect

Dependent Variable: ROA
Method: Panel Least Squares
Date: 03/15/18 Time: 11:16
Sample: 2011 2016

Periods included: 6
Cross-sections included: 7

Total panel (balanced) observations: 42

XVIII

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -19.11510 34.22453 -0.558520 0.5806
VAIC 0.835210 0.117460 7.110594 0.0000
PSR -0.023607 0.007963 -2.964711 0.0059
ZPR 16.74180 3.636751 4.603505 0.0001
EDR 0.015810 0.042804 0.369360 0.7145
IR 0.188370 0.342602 0.549821 0.5865
Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared 0.912446 Mean dependent var 1.200476
Adjusted R-squared 0.880343 S.D. dependent var 0.852394
S.E. of regression 0.294856 Akaike info criterion 0.630294
Sum squared resid 2.608194 Schwarz criterion 1.126771
Log likelihood -1.236177 Hannan-Quinn criter. 0.812273
F-statistic 28.42238 Durbin-Watson stat 2.030176
Prob(F-statistic) 0.000000




Lampiran 13 Model Random Effect

Dependent Variable: ROA

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 03/15/18 Time: 11:17

Sample: 2011 2016
Periods included: 6

Cross-sections included: 7

Total panel (balanced) observations: 42
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 3.821671 32.96638 0.115926 0.9084
VAIC 0.912239 0.101233 9.011287 0.0000
PSR -0.003821 0.003696 -1.033682 0.3082
ZPR 9.509583 2.626495 3.620636 0.0009
EDR 0.074040 0.036475 2.029911 0.0498
IIR -0.052269 0.329243 -0.158755 0.8747
Effects Specification
S.D. Rho
Cross-section random 0.156731 0.2203
Idiosyncratic random 0.294856 0.7797
Weighted Statistics
R-squared 0.858187 Mean dependent var 0.731224
Adjusted R-squared 0.838491 S.D. dependent var 0.784424
S.E. of regression 0.315246 Sum squared resid 3.577671
F-statistic 43.57117 Durbin-Watson stat 1.559096
Prob(F-statistic) 0.000000
Unweighted Statistics
R-squared 0.859379 Mean dependent var 1.200476
Sum squared resid 4.189046 Durbin-Watson stat 1.331552

XIX



Lampiran 14

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: BE9BSDATAROAF999

Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic d.f. Prob.
Cross-section F 2.747109 (6,30) 0.0301
Cross-section Chi-square 18.391037 6 0.0053
Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: ROA
Method: Panel Least Squares
Date: 03/15/18 Time: 11:18
Sample: 2011 2016
Periods included: 6
Cross-sections included: 7
Total panel (balanced) observations: 42
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 9.926678 36.52035 0.271812 0.7873
VAIC 0.887869 0.103827 8.551421 0.0000
PSR -0.001789 0.003268 -0.547397 0.5875
ZPR 8.282872 2.772601 2.987402 0.0050
EDR 0.094521 0.036247 2.607712 0.0132
IR -0.114755 0.364736 -0.314625 0.7549
R-squared 0.864342 Mean dependent var 1.200476
Adjusted R-squared 0.845501 S.D. dependent var 0.852394
S.E. of regression 0.335045 Akaike info criterion 0.782462
Sum squared resid 4.041193 Schwarz criterion 1.030700
Log likelihood -10.43170 Hannan-Quinn criter. 0.873451
F-statistic 45.87469 Durbin-Watson stat 1.497638
Prob(F-statistic) 0.000000

XX



Lampiran 15 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: BESBSDATAROAR999
Test cross-section random effects

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.
Cross-section random 10.151126 5 0.0711
Cross-section random effects test comparisons:
Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob.
VAIC 0.835210 0.912239 0.003549 0.1960
PSR -0.023607 -0.003821 0.000050 0.0050
ZPR 16.741801 9.509583 6.327483 0.0040
EDR 0.015810 0.074040 0.000502 0.0093
IR 0.188370 -0.052269 0.008975 0.0111
Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: ROA
Method: Panel Least Squares
Date: 03/15/18 Time: 11:19
Sample: 2011 2016
Periods included: 6
Cross-sections included: 7
Total panel (balanced) observations: 42
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -19.11510 34.22453 -0.558520 0.5806
VAIC 0.835210 0.117460 7.110594 0.0000
PSR -0.023607 0.007963 -2.964711 0.0059
ZPR 16.74180 3.636751 4.603505 0.0001
EDR 0.015810 0.042804 0.369360 0.7145
IIR 0.188370 0.342602 0.549821 0.5865
Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared 0.912446 Mean dependent var 1.200476
Adjusted R-squared 0.880343 S.D. dependent var 0.852394
S.E. of regression 0.294856 Akaike info criterion 0.630294
Sum squared resid 2.608194 Schwarz criterion 1.126771
Log likelihood -1.236177 Hannan-Quinn criter. 0.812273
F-statistic 28.42238 Durbin-Watson stat 2.030176

Prob(F-statistic) 0.000000

XXI



Lampiran 16 Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided

(all others) alternatives

XXI11

Test Hypothesis

Cross-section Time Both
Breusch-Pagan 0.036905 0.019789 0.056694
(0.8477) (0.8881) (0.8118)
Honda -0.192107 -0.140673 -0.235312
King-Wu -0.192107 -0.140673 -0.233413
Standardized Honda 0.505490 0.130670 -2.886983
(0.3066) (0.4480)
Standardized King-Wu 0.505490 0.130670 -2.870360
(0.3066) (0.4480) --
Gourierioux, et al.* - - 0.000000
(>=0.10)

*Mixed chi-square asymptotic critical values:
1% 7.289
5% 4.321
10% 2.952
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ABSTRACT

Despite the increasing disclosure of social and environmental performance and the trend
towards multidimensional performance measures and such as the balanced score card,
Western developed performance such as the ROI measures are based on the utilitarian
positivist paradigm and targets mainly, if not only financial performance. Islamic institutions
such as Islamic banks on the other hand, theoretically at least are creatures of the Islamic
economic system established to achieve certain socio-economic objectives in line with the
notion of establishing justice. This paper presents some alternative reporting and performance
measures which could be used by Islamic banks which are more in line with their established
objectives. In additions these measures are empirically used (within the constraints of
information available) on two Islamic banks to compare their performances.

1. INTRODUCTION

Performance evaluation is a method of measuring a company’s achievement based on the
targets set earlier. It is a part of control measures that can help company to improve its future
performance while identifying the deficiencies of its operation throughout the financial year.
To have a sound and appropriate performance measurement system is utmost essential
especially in today’s borderless world in order to remain competitive and financially strong.

In Islam, performance evaluation is encouraged. Essentially, even each and every Muslim
individual is required before going to bed everyday, at least to think about what he or she has
been doing all the day. It is a way of muhasabah, whereby they can improve themselves
while sincerely repenting for their sins.

Evaluating performance of Islamic financial institutions is as important as measuring the
achievement of individuals. It is obvious that the role and responsibilities of Is/amic financial
institutions are not only confined to the financial needs of various stakeholders, but most
importantly is how they conduct their business and the measures used in order to ensure that
all the activities are in line with the requirements of Shari’ah.



Janachi (1995), cited in Suleiman (1999) is of the view that

Islamic banks have a major responsibility to shoulder...all the staff of such banks and
customers dealing with them must be reformed Islamically and act within the framework of
an Islamic formula, so that any person approaching an Islamic bank should be given the
impression that he is entering a sacred place to perform a religious ritual, that is the use and
employment of capital for what is acceptable and satisfactory to God (p. 101)

One way of measuring the performance of the organization is through indices. Even though,
there are currently a few indices have been developed to evaluate the performance of
organization, unfortunately, as far as the authors are concerned, no serious attempt has been
made to develop an index and subsequently apply it to the Islamic financial institutions to
gauge their performance. Therefore, such a deficiency has motivated the authors to come out
with what we call Islamicity Index so that the performance of the Islamic financial
institutions can be thoroughly evaluated.

This paper is organized as follows. In the next section, we review the literature regarding
indices that have been previously developed. Next, we will focus on the development of the
Islamicity Index. Subsequently, there will be a brief description of the Islamic financial
institutions under study, followed by the application of the index. The limitation of the study
will be explained in the separate section, before we conclude the article.

2.0 LITERATURE REVIEW

Before go into the development of our Islamicity index, it could be better if we look into
indices that have been previously developed. In essence, there are few indices used to
examine the various aspects of companies, namely disclosure index, corporate governance
index and social responsibility index.

2.1 DISCLOSURE INDEX

Botosan (1997) for instance developed a disclosure index to find out the association between
disclosure level and the cost of equity. To get the disclosure index for each sample firms, she
has listed several items segregated into 5 groups which are background information, ten-or-
five-year summary of historical results, key non-financial statistics, forecast information, and
management discussion and analysis For background information, one point was awarded for
each item disclosed, and another point was awarded if there was quantitative information
provided outside the basic financial statement. Meanwhile, for summary of historical results,
one point is given if the summary is for five years, whereas two points for information of 10
years or more.

As for the disclosure of key non-financial statistics, two points were given to the firms if such
information was provided. Specifically, if the firms could provide information pertaining to
sales forecast and the likes of profits and capital expenditure forecasts, and disclosure of
future opportunities, risks and plans, they were given two points but if they could provide a
point estimate, three points were granted. Lastly, in terms of management discussion and
analysis, one point was assigned for each item discussed, if only the detailed explanation
could not be retrieved from the basic financial statements or there were footnotes to explain
the changes from one year to another. Furthermore, another additional point per item was
given if the information provided were in quantitative form. To avoid those large firms could



achieve higher scores because they have more disclosure opportunities due to the complexity
of their organizational structures, the information provided by firms with multiple segments
for instance, projected sales or earnings information of each segment was divided by the total
consolidated earnings or sales for fiscal year end 1990 to find out the proportion of
contribution. In addition, the disclosure index has been limited to items that all sample firms
could choose to disclose and no multiple points were awarded for multiple references to the
same disclosure item and importantly, quantitative information was weighted more heavily.

2.2 ENVIRONMENTAL DISCLOSURE INDEX

Another author, Sarah and Stanwick (1998) developed environmental disclosure index to
examine the relationship between corporate social responsiveness and organizational
characteristics i.e. size, financial performance, capital expenditures and pollution emissions.
The environmental index used is basically a ratio comparing the number of environmental
disclosures that are made internally by the firm with external environmental disclosures.

Number of internal disclosures
Environmental Disclosure Index =  Number of external disclosures

Internal disclosures include environmental information made through annual reports, SEC
Form 10-Ks and Company Reports. Meanwhile, for the external disclosures are
environmental information captured from EPA Press Releases, newspapers, journals and
magazines.

2.3 CORPORATE GOVERNANCE INDEX

Klapper and Love (2002) are one of the groups of authors who have written on the corporate
governance index. According to them, Credit Lyonnais Securities Asia (CLSA) has produced
corporate governance rankings for 495 firms across 25 emerging markets and 18 sectors. The
corporate governance ranking is based on the 57 qualitative, binary (yes/no) questions. Each
yes answer was given one point. The questions are further divided into seven categories,
namely discipline (15%), transparency (15%), independence (15%), accountability (15%),
responsibility (15%), fairness (15%) and social awareness (10%). For more details, refer to
Appendix 1

Meanwhile, Black, Jang and Kim (2003) developed their own corporate governance index
based on 123 variables from the survey questions. They have further excluded questions that
are subjective, lack clear relevance to corporate governance, ambiguous as to which answer
indicates better governance, had minimal variation between firms, overlap highly with
another variable or had very few responses. Eventually, they have only 38 elements or
questions that are useable for the development of corporate governance index. They classified
these variables into four sub-indices: Shareholder Rights (5 elements); Board Structure (4
elements on board composition and the existence of audit and outside director nominating
committees); Board Procedure (26 elements); and Disclosure (3 elements). An additional sub-
index has been developed pertaining to the Ownership Parity. Subsequently, if the answer is
yes, the firms will be given a point, while a ‘no’ answer will not be awarded any points.



2.4 SOCIAL RESPONSIBILITY INDEX

According to Griffin and Mahon (1997), several ways have been used to measure the social
performance of a company. One of them is KLD index, which was developed by Kinder,
Lyenberg, Domini & Co., Inc. This financial analysis firm created the index by assessing
each company on eight dimensions of corporate social performance which were community
relations, employee relations, environment, product, treatment of women and minorities,
military contracts, nuclear power, South Africa involvement. The first five dimensions are
assessed on a 4-point scale from major strength to major weaknesses. Meanwhile, the last
three dimensions are assessed by a dichotomous scale: minor weakness or major weakness.
KLD index is measured by summing up all ratings from major strength (+2) to major
weaknesses (-2) to create an overall performance score.

3.0 ISLAMICITY INDICES

The development of indices to gauge the performance of Islamic financial institutions
nowadays is seen important as there is a growing awareness among the Muslim community to
assess how far these institutions have successfully achieved their objectives. As far as we are
concerned, most Muslims now not only conscious about how much of return they can get at
the end of the day, but more importantly, to where their money has been invested.
Meanwhile, as for non-Muslims community such indices are beneficial to them in order to
compare which bank has performed better, perhaps in terms of returns as well as the social
responsibilities.

Therefore, the authors propose two types of indices. One is Islamicity Disclosure Index and
another one is Islamicity Performance Index. These indices are developed to help the
stakeholders i.e. depositors, shareholders, religious bodies, government etc to evaluate the
performance of the Islamic financial institutions. Since the most accessible source of
information is the annual report, the authors will try to assist the users of these annual reports
so that from the limited information available in them, they can derive some conclusions on
how the Islamic financial institutions have performed in the previous year, and how they are
going to perform in the near future. Nevertheless, since the indices are developed merely
based on what have been made available in annual report, perhaps it might give an inaccurate
picture of the actual performance. However, this approach basically might induce the
organization to disclose more information, not based only on the regulatory requirements but
based on what they should disclose.

The Islamicity disclosure index is meant to examine how well the organization is disclosing
the information that might be useful to the stakeholders. All the items chosen as are supported
by the literature from various authors and sources. This index meanwhile can be further
segregated into three major indicators, namely Shari’ah compliance indicator, corporate
governance indicator, and social/environment indicator. For each information disclosed,
symbol ‘" will be given and subsequently will be awarded 1 mark. However, if the item is
not disclosed in the annual report, symbol ‘X’ will be assigned and 0 mark will subsequently
be awarded. At the end of the marking process, total information available will be divided by
the total information should be reported. Each indicator i.e. Shari’ah compliance, corporate
government and social/environment will be assigned weights and each respective weight
should reflect their level of importance.



Meanwhile, Islamicity Performance Index deals with the performance of the organization.
The performance measurement however is based only the information made available in the
annual report. It includes the profit-sharing performance, zakat performance, equitable
distribution performance and etc.

3.1 ISLAMICITY DISCLOSURE INDEX

As mentioned previously, Islamicity Disclosure Index consists of three main indicators
namely, Shari’ah compliance, corporate governance and social/environment. This section
will further explain the items that need to be included in the scorecard.

. Shari’ah compliance

In order to ensure that the practices and activities of Islamic banks do not contradict the
Islamic ethical standards, Islamic banks are expected to establish a Shari’ah Supervisory
Council (Abdala, 1994). Briston and El-Ashker (1986) argue that it is necessary for such a
company like Islamic bank to establish a Religious Supervisory Council to monitor its
performance in complying with the Shari’ah principles. In addition, Bucheery and Hood
(1997) argue that the Religious auditors are in-house advisors who have responsibility of
issuing a report to the users of the financial statements certifying that the Islamic banks have
adhered to Islamic precepts in their financial transactions.

Bucheery and Hood (1997) asked the pertinent question as to whether religious auditors have
a set of religious statements to audit analogous to the financial statements of the financial
auditors. In addition, AAOIFI (2002) insists that the Shari’ah supervisory council are
responsible to perform the ex ante and the ex post audit which enable it to justify to what
extent the Islamic bank’s operation comply with Shari’ah principles. According to Karim
(1990) Shari’ah supervisory council is also involved in the accounting policy pursued by the
bank.

Karim (1995) and Abdala (1994) argue that SSB should consist of Muslims scholars from
three major disciplines such as Islamic jurisprudence, Law and Economics (accounting).
Moreover, Karim (1990) opines, in performing their duties, the Shari’ah supervisory council
members are guided by religious beliefs prescribed in Qur’an, Sunnah and Ejma’a
(jurisprudence) which would be more valued than any legal rules and professional codes of
ethics.

Based on the discussion among the Islamic scholars above, it is very obvious that Shari’ah
supervisory board has very important role in ensuring the Islamic banks’ Shari’ah
compliance. We do believe that the existence of Shari’ah supervisory board in Islamic banks
is a must. Thus, we opine that the existence of Shari’ah supervisory board in Islamic banks as
one of the element of the Islamic banks’ Shari’ah compliance.

According to the AAOIFI standards (2002) on Governance Standard for Islamic Financial
Institution (GSIFI) No.l regarding Shari’ah supervisory board: Appointment, composition
and report, the existence of SSB in Islamic banks must be disclosed trough some
requirements, such as procedures of the appointment; the composition, selection and
dismissal; SSB report, and identification of actual activity conducted of the SSB. In addition,



we propose two others requirements such as the name, educational background and the
experiences of the SSB members.

° Basic information

Islamic banks are considered as Islamic business institutions. Thus, Beekun (1997) opines
that all Islamic business institution’s operation have to follow an Islamic code of ethics. In
addition, Karim (1990) and Hameed (2000) strongly dictate that the objectives of the
establishment of Islamic bank are mainly to achieve falaah (the success in the world and in
here after). It is supported by Mannan (1980) whereby he argues that the Islamic bank is
intended to create a balanced and just society. Therefore, this particular objective is different
from the conventional banks’ objectives of maximizing profits for shareholders.

Mannan (1980) opines that the conventional bank is encouraged to earn higher profit rather
than rendering services to the economic and social development. On the other hand, he argues
that an Islamic bank is encouraged to earn profit but not profiteering. He defines further that
profiteering is considered as unreasonably high profit and does not conform to general
welfare of the society.

As mentioned earlier, the Islamic bank has different objectives with the conventional one.
Sadeque (1980) claims that the Islamic bank is a financial institution, whose status rules and
procedures expressly state its commitment to the principles of Islamic Shari’ah and to the
banning of the receipt and payment of interest on any of its operation. Thus, the Islamic bank
must be based on the Islamic faith and must stay within the limits of Shari’ah in all of its
actions and deeds (Suleiman, 2000).

In regard to the Islamic banks’ Shari’ah compliance issue, we suggest that the Islamic banks
must disclose their objective, vision and mission. As argued above, those objectives, vision
and mission of the Islamic banks must be inline with the ultimate objectives of the
establishment of Is/amic banks which is to achieve falaah (the success in the world and in the
here after). In addition, the Islamic banks must disclose of all their principal activities with
must comply with the Shari’ah principles (the magashid Shari’ah and the Islamic figh).

o Financial reports

According to Harahap (2000), financial statements or annual reports represent a business
language that allow management to communicate the financial condition of their
organization, the result of operations, and other information to interested parties. The AICPA
(1973, 1974), the FASB (1978), and numerous researchers contend that accounting performs
a useful function by serving the needs of investors. The usefulness of accounting stands from
a belief that if accounting can provide the information aiding investors in allocating their
wealth, the market place would function efficiently and ensure maximum social welfare. APB
Statement No 4 (1970) defines the objective for financial statements as follows:

The basic purpose of financial accounting and financial statements is to provide financial information about
individual business enterprises that is useful in making decisions. These objectives are to present reliable
financial information about an enterprise resource and obligation, economic progress, and other changes in



resources and obligation, to present information helpful in estimating earnings potential, and to present
other financial information needed by users, particularly owners and creditors.

Hameed (2000) argues that the decision usefulness objectives are much influenced by the
capitalist economic values. Moreover, he claims that the owners of a business separated from
the day-to-day management of the business. Professional managers started controlling and
managing large-scale business corporations. The interest of shareholders became restricted to
dividend. As a result the long-term business objectives are to stay in business as long as
possible and be able to generate high profit for company. It is in this economic context that
decision usefulness paradigm was arrived.

On the other hand, in Islam, when the companies provide accounting information, they
should not emphasize on the needs of certain group only. The accounting information should
reflect others stakeholders such as employees, creditors, government and social as a whole.
This is because the social aspect of Islam is based on the concepts of Tawhid (Unity), Adalah
(Justice), Ummah (Islamic Community) and Maslahah (Benefit for the people) (Haniffa,
2002). In addition, she states that the concept of Tawhid implies that God (A4/lah) is one and
the unique creator of everything in the heaven and earth. He is also the sustainer, beneficent
and merciful. Thus, all actions should be directed to Him only.

Haniffa (2002) also claims that the promotion of justice will ensure that all parties in the
society get their own right as a creation of Allah and guarantee the achievement of falaah (the
success in the world and in the here after). Thus, for the Islamic business institutions, asides
from financial objectives, other information related to the compliance of the organization in
applying Shari’ah rules is important. It means that the information which concern on the
transcendental, ethical, moral, and other religious state of the firm must be included in the
annual report.

Hameed and Yaya (2003) claim that as one of the Islamic business institutions, the Islamic
banks are not only obliged to report the information regarding the economic performance of
the Islamic banks but also the information about the banks’ achievements in fulfilling their
proper and adequate financial reporting on Shari’ah compliance and social and
environmental concerns as a whole of their stakeholders. It is supported by SFA (Statement
of Financial Accounting) No. 1 on Objectives of Financial Accounting for Islamic Banks and
Financial Institutions (AAOIFI, 2002). According to this particular statement, the objectives
of financial reports of the Islamic banks should provide the following types of information:

1. Information about the Is/amic banks’ compliance with the Shari’ah principles

2. Information which indicate the prohibited earnings and expenditures in which they
occurred and the manner in which they were disposed.

3. Information about the Islamic banks economic resources and related obligations to satisfy
the right of the owners or the right of others.

4. Information to assist the concerns party in determination of Zakat on the Islamic bank’s
funds and the purposes for which it will be disbursed.



5. Information to assist in estimating cash flow that might be realized from dealing with the
Islamic banks, the timings of those flows and the risk associated with their realization.

6. Information to assist in evaluating Islamic bank’s discharge of its fiduciary responsibility
to safeguard funds and to invest them at reasonable rate of return, and information about
rates of returns on the bank’s investment and the rate of return accruing to equity and
investment account holders

7. Information about the Islamic bank’s discharge of its social responsibilities.

In conjunction with the above, the AAOIFI standard (2002) has defined the basic elements of
financial statements which consist of statement of financial position, income statements,
statement of changes in owners equity or statements of retained earnings, statement of cash
flows, statement of changes in restricted investments and their equivalent, statement of
sources and users of funds in Zakat and charity fund, and lastly, statement of sources of fund
in gard fund.

Siddiqi (1980) argues that in Islamic bank recognizes the capital and labor type relationship
rather than the debtor and creditor relationship. It means that the Is/amic banks should be the
intermediary institutions for those who have capital (rabbul ‘mal) and those who have skills
(mudharib/entrepreneurship). Thus, the mudharaba (silent partnership) and musyarakah
(partnership) should be the main instruments of the Islamic banks as the role of the Islamic
banks in distributing the wealth to the society.

With regard to the elements of financial reporting, which Islamic banks should report, we
opine that the Islamic banks should not report the same type of reports as the conventional
ones do. We opine that the Islamic banks financial reporting should consist of several
principles elements to attain the ultimate objectives of Is/lamic financial institutions. Basically
we propose several elements that the Islamic banks should report such as information which
identify clearly the Islamic investment and the non-Is/lamic investment, information which
identify the halal (lawfull) and haram (unlawful) revenues, information which provide the
statement of changes in restricted investments, information which provide the statement of
sources and uses of funds in Zakat and sadagah (charity) fund, information which provide
the statement of sources and uses of funds in the gard funds, information which clearly
identify the sources of revenue

Another element that can be used in justifying the Shari’ah compliance of the financial
statements prepared by the Islamic banks is the issue of valuation. The valuation method is
very essential for business especially for assigning values to assets. Correct valuation is
important in order to describe the real financial value and situation of the company. By using
historical cost, the company more on conservatism concept and therefore the company
sometimes understate their value of assets and income (Carol et. al, 2002). While, Godfrey
et. al. (1992) argue that when using current market valuation, the financial statements reflect
the current situation.

Many accounting scholars tend to agree with this method (Baydoun and Willet, 2000; Mirza
and Baydoun, 2000; Maliah, 2001; Hameed, 1998). Moreover in Islam, since the calculation
of Zakat emphasizes on current valuation, this method is preferable. In addition, the



encouragement of the fair/market value principle has been enhanced with the establishment
of AAOIFTI standard. The benchmark standard that is recommended by AAOIFT is fair/market
value principle (Para 88 and 89, SFA No. 2, AAOIFI standard, 2002).

However, the adoption of current valuation method is subject to some problems. Ijiri (1971)
argues that the current cost valuation is subjective. This condition will create a situation
whereby the adoption of current valuation will be becoming very subjective in nature since it
will be determined by the managers’ discretions although this discretion must be supported
by the professionals’ (the experts’) opinions. Thus, it will lead to manipulation as the
managers’ uses their own discretion in valuing the asset (Ijiri, 1971). In addition, Ijiri (1971),
further, claims that the publication of current value financial statement will cost more
expensive than historical financial statements. It is simply because in order to adopt the
current valuation method, the managers must hire professionals to provide reasonable
opinions in order to value the assets. Another problem raised in the adoption of the current
valuation method is that it will make the readers of financial statements become more
confused since there are many methods proposed by the Islamic (accounting) scholars
(Syahatah, 1971, etc.)

Hence, based on the above statements and standards, essentially the Islamic benchmark for
the preparation of the financial report is the use of fair/market value principle. This particular
valuation only can be used if there is strong basis of valuation (i.e. honest professional
surveyor) and not just merely based on individual discretion to establish the relevance and
reliability of financial report. However, the valuation problem should not be treated as an
obstacle for adoption of the principle if it really can improve and make the financial report
more in line with Shari’ah.

The authors propose the last element of the Islamic banks’ financial reporting Shari’ah
compliance is value added report. According to Belkaoui (1999), the Value Added Report
differs from conventional accounting by a focus on value added as the measurement as
wealth created and value added distribution as wealth distribution. He adds that the real
wealth of the firms is value added rather than profit. Therefore, Corporate Report 1975
recommended the issuance of this statement to show how the benefits of the efforts of an
enterprise are shared by employees, providers of capital, the state and reinvestment.

In this regard, the Value Added Report provides more progressive atmosphere surrounding
the business to put the focus on all the partners rather than simply on the shareholders
(Belkaoui, 1999). Further more, Belkaoui (1999) states that the measurement and disclosure
of value added should generate a new spirit of cooperation between the workers, investors,
governments and a new responsibility of the economic entities to all the members of the
production team. Thus, the new responsibility and atmosphere may be fairer, taking into
account each individual contribution as a basis for the distribution.

Baydoun and Willet (2000) attempt to discuss this particular issue from Islamic view point.
They, further, consider that the Value Added Report is one of the elements of Islamic
Corporate Report. They argue that the Value Added Report places greater emphasis upon the
cooperative nature of economic activity and less on its competitive aspects as it is consistent
with the religious principle of fair and considerate trading. The other importance of Value
Added Report is also in deemphasizing those aspects of commercial behavior which are
inconsistent with Islam. It stresses an entity performance from a community viewpoint as



opposed to focusing on an ‘individualistic’ entity performance from the viewpoint of the
owners. Also, since Islam encourages the payment of zakah and donation for charity, this
type of reporting is most likely suitable to be incorporated.

3.2 CORPORATE GOVERNANCE INDEX

Corporate governance has become an important issue especially during the last two decades
(Chapra & Ahmed, 2002). Not until the recent corporate scandals involving gigantic
corporations such as Enron, WorldCom, Global Crossing and so forth, the response of
corporate entities as well as amongst the public themselves towards the significant of
corporate governance are very disappointing. Nevertheless, the continuous financial
downfall of many leading corporations have made the public especially investors more aware
of the importance to demand high level of corporate governance practices from business
entities which they have entrusted their money in them.

According to Lannoo (1995) as cited in Algaoud & Lewis (1999), the term corporate
governance can be defined as ‘the whole system of rights, processes and controls established
internally and externally over the management of a business entity with the objective of
protecting the interests of all stakeholders’ (p. 3). In essence, having good corporate
governance is now perceived as important in the world of economy as the government of
countries (Gregory & Simms, 1999). Such comparison proves that corporate governance
nowadays becomes a prerequisite for a business entity to remain competitive in its respective
industries.

As compared to the Western conventional corporate governance, governance issues are quite
different under Islamic financial institution (Algaoud & Lewis, 1999). This is because, since
the focus in Islam is on the Unity of God, the institution not only have to obey a different set
of rules (Shari’ah), but also oblige to meet the expectations of the Muslim community (and
non-Muslim in general) by providing Islamically-acceptable financing modes. Obviously,
without effective corporate governance, it may not be possible to strengthen Islamic banks
and to enable them to expand rapidly and perform their role effectively (Chapra & Ahmad,
2002). More than that, weak corporate governance systems, together with corruption and
cronyism, have been associated with distortion in the efficient allocation of resources,
undermine opportunities to complete on a level playing field and ultimately hinder
investment and economic development (Gregory Simms, 1999)

Good corporate governance is actually one of the teachings of Islam. The essence of
corporate governance is amanah, whereby corporations are required to manage the funds
entrusted to them in an effective and efficient manner. Furthermore, as there are growing
pressure on the role to be played by corporations, they have to be sure that they have to be
able to contribute to the development of society as well as to ensure that their business
activities do not give adverse impacts towards the environment and community surroundings
them. Therefore, it is important to thoroughly evaluate how a particular business organization
(in this case, Islamic institution) has performed in terms of corporate governance practices.

. Corporate Governance Indicators
Weak reporting and disclosure practices might originate from a failure in the corporate

governance. This might be true in the sense that reporting is a means of communicating the
information to the users so that they can subsequently make an informed decision. Reporting
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organizations with problem in corporate governance may tend to disclose less information to
avoid any rigorous scrutiny by external parties. Hence, it is worthwhile to determine the level
of corporate governance practices of a company by carefully examining the disclosures made
in the annual report. Several items as stated in the Code of Best Practices for Corporate
Governance in Islamic Financial Institutions (Chapra & Ahmed., 2002) and Malaysian Code
on Corporate Governance have been cautiously chosen as a checklist to determine the
Corporate Governance Indicators.

a. Composition of Board of Directors

The key to good governance lies in getting the right board in place. Thus, each and every
Islamic financial institution should be headed by an effective board which should lead and
control the institution. This is to ensure that the interests of various stakeholders will be
protected. However, to have an effective board, few guidelines need to be followed by the
institution.

i. The board of directors comprises at least one-third of independent non-executive director.
This is in accordance of Malaysian Code on Corporate Governance, Explanatory Note
4.21. According to Gregory et al. (1999), even most governance guidelines and codes of
best practice agree that some degree of director independence is important to a board’s
ability to exercise objective judgment concerning management practices. The
independence, even though might vary in interpretations, most of the definition associate
independence with either lack significant family and business relationships with
management (Gregory & Simms, 1999; Malaysian Code on Corporate Governance) and
independence from a significant shareholder (Malaysian Code on Corporate Governance).
However, as compared to the stringent requirement set by the Malaysian Code on
Corporate Governance, Item 2.1 of the Code of Best Practices for Corporate Governance
in Islamic Financial Institutions (CGIFI) just stated that it must be at least one-third of the
board members should be non-executive, while Item 2.3 later emphasizes that the
majority of non-executive directors should be independent. Mathematically, if both
clauses are combined, it only comes out that two out of nine (2/9) directors should be
independent non-executive. Since more independent non-executive we believe will ensure
high level of corporate governance, Malaysian Code on Corporate Governance,
Explanatory Note 4.21 is selected for the criteria.

ii. The board of directors has representative from Shari’ah board. According to Item 1.6 of
Code of Best Practices for CGIFI, apart from having a balance of executive directors and
non-executive directors, the board of directors should include representatives from the
Shari’ah board. This is basically to ensure that no individual or small groups of
individuals can dominate the board’s decision taking and all activities conducted by the
entities are compliant to the Shari’ah requirements.

b. Appointment and Re-appointment

i. The directors retire by rotation once in three years and subsequently eligible for re-
appointment. Item 1.5 of Code of Best Practices for CGIFI and Malaysian Code on
Corporate Governance both stated that each board of director shall assume the position
for at most three years. Subsequently, they should be required to submit themselves for
re-election. Such practice is basically to ensure that the performance of a particular
director can be sufficiently evaluated. If the performance is good, it will be resulted in re-
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appointment. However, if the performance throughout the 3 years is not satisfactorily,
therefore, the member should be fairly substituted with another candidate who deemed
suitable to assume the position.

The re-appointment of non-executive directors is not automatic. According to Item 2.7 of
Code of Best Practices for CGIFI, non-executive directors should be appointed for
specific terms and their reappointment should not be automatic. Meanwhile, Item 2.8
clearly stated that non-executive directors should be appointed through a formal process
and their appointment should be a matter for the board as a whole.

The terms of appointment of the non-executive directors are disclosed. Item 11.6 of Code
of Best Practices for CGIFI proposes that the terms of appointment of the non-executive
directors should be disclosed in the annual report and accounts of the institution. In
addition, non-executive directors who are considered independent should be clearly
identified.

Board Meetings

Board meetings were conducted at least four times a year. Even though according to Code
of Best Practices for CGIFI as stated under Item 10.1 whereby full board meetings should
be held no less frequently than every six months, we tend to follow the suggestion made
by Black, Jang and Kim (2003) whereby firm should hold four or more regular board
meetings per year. Meanwhile, the KLSE/Price Waterhouse Coopers survey committee, it
is difficult to imagine how a board is in control of the company if it meets less than four
times (Malaysian Code on Corporate Governance, 2000, p. 31)

Number of board meetings held in a year and the details of attendance of each individual
director in respect of meetings held are disclosed. This is in accordance to the guidelines
set in Malaysian Code on Corporate Governance whereby Explanatory 4.44 stated that
the directors should be required to disclose the number board meetings held a year and
the details of the attendance of each individual director to enable shareholders to evaluate
the commitment of a particular director to the affairs of the company. It is then for the
shareholder to satisfy himself whether the board is in control of the company.

Directors attend at least 75% of meeting on average. Despite not being mentioned in both
Code of Best Practices for CGIFI and Malaysian Code on Corporate Governance, the
criteria proposed by Black et al. (2003) seems relevant and important in the sense that it
helps the users of annual reports to evaluate the commitment shown by each member of
directors. By looking at the attendance, one can sort of examining how responsible and
accountable the members in discharging their duties.

Directors’ fees and remuneration

Directors’ remuneration is disclosed. According to Malaysian Code on Corporate
Governance, Explanatory Note 4.10 stated that company’s annual report should contain
the details of remuneration of each director. This practice basically promotes the
important principles of fairness and accountability. By disclosing such information, it
could enhance transparency and subsequently the issue whether the directors were
underpaid or overpaid can be easily identified.
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Separate figures for salary and performance-related elements, and the basis on which
performance is measured are explained. While the levels of remuneration should be
sufficient to attract and retain the directors needed to run the institution successfully, Item
3.3 of Code of Best Practices for CGIFI explicitly demands that separate figures should
be given for salary and performance-related elements and the basis on which performance
is measured should be explained. Similarly, Item 11.5 requires that there should be full
and clear disclosure of the directors’ total emoluments and those of the chairman,
including pension contributions and stock options, if any.

Shareholders approve directors’ aggregate pay. Black et al. (2003) include this criteria as
an indicator of good corporate governance. We agree to this in the sense that such
practice can be used as a tool to control the level of pay received by directors and
subsequently will avoid dissatisfaction among the shareholders.

Nomination committee

The company has nomination committee. Item 1.4 of Code of Best Practices for CGIFI
requires a formal and transparent procedure for the appointment of new directors to the
board, by having a nomination committee. Basel (1999) stated that a nomination
committee is salient in providing important assessment of board effectiveness and
directing the process of renewing and replacing board members. According to Malaysian
Code on Corporate Governance, Explanatory Note. 4.33, even though the function can be
performed by the board as a whole, as a matter of best practice it recommends the
responsibility to be delegated to a committee.

The committee should exclusively consist of non-executive directors which majorities of
whom are independent. Malaysian Code on Corporate Governance proposed that the
committee of directors composed exclusively of non-executive directors, a majority of
whom are independent. Here, the emphasis is on the non-executive and independent
criteria so as to avoid any conflict of interests while performing the duties.

Remuneration Committee

Remuneration Committee in accordance with Items 1.14 and 1.16 of Code of Best
Practices for CGIFI, is to be formed to ensure that the compensation policy is consistent
with the institution’s culture, objectives, and control environments and to provide
oversight of the remuneration of senior management and other key personnel.

Remuneration consisting wholly or mainly of non-executive directors. Apart from the
need of having remuneration committee to determine remuneration packages of
executives, Malaysian Code on Corporate Governance requires the committee to consist
wholly or mainly of non-executive directors and urges for outside advice should the need
arises. This is definitely for transparent distribution to reflect fair and justice in Islam.
However, as for the remuneration for non-executive directors, including non-executive
chairman, it should be determined by the board itself.

Membership of the remuneration committee should appear in the directors’ report.
Remuneration is a serious issue since it involves the use of company’s resources.
Therefore, stakeholders especially shareholders and the employees should know who is
responsible in determining the remuneration scheme. Thus, it is important to list the
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Vi.

members of the committee as per requirements set under Malaysian Code on Corporate
Governance, Explanatory Note. 4.59.

Audit Committee

There is an audit committee. Audit Committee is responsible to review and supervise the
company’s financial reporting and to provide oversight of the institution’s internal and
external auditors and related issues (Item 1.16 of Code of Best Practices for CGIFI). The
issues such as auditors’ appointment and dismissal, reviewing and approving audit scope
and frequency, receiving their reports and ensuring management is taking appropriate
corrective actions in a timely manner to address control weaknesses, non-compliance with
policies, laws and regulations, and other problems identified by auditors (Basel, 1999, p.
7).

The Audit Committee consists of at least three non-executive directors, a majority of
whom are independent. This is a combination of requirements as set out under Item 4.60
of Malaysian Code on Corporate Governance and Code of Best Practices for CGIFI.
Under Malaysian Code on Corporate Governance, Explanatory Note 4.60, it requires the
audit committee to comprise of at least three directors without identifying whether such
director should be executive or non-executive. However, Item 8.5 of Code of Best
Practices for CGIFI uses non-executive criteria as the requirement. Thus, to raise the
standards of corporate governance, it should consist of majority of independent non-
executive especially the Chairman of Audit Committee.

Audit committee includes someone with expertise in accounting. According to Black et
al. (2003) and Basel (1999), to better enhance the independence if this committee, it
should comprise of external board members that have any accounting, banking or
financial expertise. This is to ensure that the committee has robust understanding on the
business operation.

. Audit committee recommends the external auditor at the annual shareholders meeting.

Audit committee needs to recommend external auditor during the annual general meeting
(Black et al., 2003). External auditor is important to ensure that the operations of the
business entities are being verified by external parties. Such verification will add to the
high integrity of corporate governance.

At least, once a year the committee met with the external auditors without executive
board members present, to review financial statement. According to Malaysian Code on
Corporate Governance, Explanatory Note 4.62, the Finance director, the Head of Internal
Audit (where such a function exists) and a representative of the external auditors shall
normally attend meetings (p. 39). While other board members may attend such meeting
by invitation, it is required that at least, once a year the committee met with the external
auditors without the presence of executive board members.

Details of the activities of audit committees, the number of audit meetings held in a year
and details of attendance of each individual director in respect of meetings are disclosed.
Such information need to be disclosed in the annual report so that shareholders will be
able to evaluate the commitment of a particular director. Besides, by detailing the
activities and disclosing the number of meetings held annually will assure that the
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Vii.

h.

committee has been doing their job in ensuring the activities of the organizations are of
high integrity.

Audit committee members attend at least 75% of meetings on average. Likewise the
attendance of directors to the meeting, total number of meetings attended by each member
of the committee indicates that his/her appointment as the member has paid off. 75% as
proposed by Black et al. (2003) is relevant in measuring how serious each member in
discharging their duties.

Shari’ah Supervisory Board

The Shari’ah Supervisory Board (SSB) is important to ensure that the current operations of
the bank conform to Shari’ah principles. Therefore, the indicators as we suggest below could
enhance the integrity of the SSB so as to increase the level of confidence among Muslim
community towards the Islamic financial institutions.

Include someone with expertise in accounting. This criteria is important so that the board
has robust understanding in what is happening in the day-to-day operations of the entities.
Naser & Pandlebury (1997) expressed their worries that because of lacking in the
accounting knowledge, the SSB may be ignorant of the true implications of the very
complex financial products and transactions brought before them. Thus, knowledge in
Shari’ah principle, coupled with knowledge in business, accounting or finance will help
the board to be of high independence while making decision.

SSB meets with audit committee and/or external auditor to review financial statement. As
compared to the conventional institutions whereby they only have one type of audit,
Islamic financial institutions have two types: external audit and Shari’ah supervisory
audit. Here, the Shari’ah Supervisory Board should actually become check and balance
with the external auditor. Thus, they have to meet with audit committee and/or external
auditor not only to review the financial statement, but also in reviewing the whole
operation of the business.

Details of the activities of SSB, the number of board meetings held in a year and details
of attendance of each individual member in respect of meetings are disclosed. Such
information need to be disclosed in the annual report so that shareholders will be more
confident in having transactions with Islamic banks. Besides, by detailing the activities
and disclosing the number of meetings held annually will assure that the board has been
doing their job in ensuring the activities of the organizations are in line with the Shari’ah
requirements

. SSB committee members attend at least 75% of meetings on average. Likewise the

directors and audit committee, each member of the Shari’ah Supervisory Board are
expected to attend at least 75% of the meeting held per year. That is why it is important in
their report they should disclose how many meetings have been conducted throughout the
year, the attendance of each member as well as the description of their duties rather than
merely few lines of sentences just to conclude that the activities are in line with Shari’ah
requirement.

SSB is independent body. According to Karim (1990), cited in Naser and Pandlebury
(1997), one of the two problems facing by the financial reporting system of Is/amic Banks
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is the independence of the SSB. This is because, in-house SSB (appointed by the
company), may not be independent of the bank’s management even though it may try
hard to be independent. Chapra et al. (2002) even proposed the necessary to create a
centralized Shari’ah Board (for each country) to clear the Shari’ah compatibility of
various modes and instruments of finance used by banks. The existence of decentralized
SSB leads to conflicting opinions which creates inconsistency and uncertainty. Thus, if
the SSB is appointed and remunerated by the company, we consider it to be dependent.

Others

Directors and senior management are qualified persons in terms of educational
background, working experience etc. There are few items discussed in the Code of Best
Practices for CGIFI that show how important those who appointed as directors and senior
management are really qualified. For instance, item 1.3 whereby board members not only
must be qualified person, but also must have a clear understanding of their role in
corporate governance. Meanwhile, item 2.2 discusses on the appointment of non-
executive directors and claims that the composition of people from a wide range of
backgrounds will be able to make a better contribution. Moreover, Basel (1999) stated
that the individuals appointed as senior management must have the necessary skills to
manage the business under their supervision. The quality, experience and independence
of a board’s membership directly affect board performance. Such information can be
obtained from the background of the board’s and management’s members.

Chairman and CEO are different persons. Chairman of the board and CEO perform two
distinct jobs in any organization. Therefore, it is preferable to have two different
individuals to hold these two positions (Item 1.7 of Code of Best Practices for CGIFI).
There should be a clearly accepted division of responsibilities to ensure a balance of
power and authority, such that no one individual has unfettered powers of decision.
However, if these two positions happen to be held by a single person, according to the
Item 1.7, it is essential that there should be a strong and independent element on the
board, with a recognized senior member (p. 145). Furthermore, Malaysian Code on
Corporate Governance, Explanatory Note 4.18 even requires the decision to combine the
roles of Chairman and Chief Executive should be publicly explained. Hence, we consider
that the institution would have good corporate governance if the Chairman and CEO are
different persons.

There is a Risk Management Committee. Apart from nomination, remuneration and audit
committee, a financial institution should also have Risk Management Committee. Based
on Item 1.16 of the Code of Best Practices for CGIFI, the function of Risk Management
Committee is to provide oversight of senior management’s activities in managing
different risks. Such risks will include credit, market, liquidity, operational, legal and
other risks of the bank (Basel, 1999). In addition, this role should include receiving from
senior management periodic information on risk exposures and risk management
activities.

. English disclosure exists. Stakeholders can be from various different races, religions,

culture and even languages. Therefore, apart from having annual report written in official
language of the countries where the financial institution resides in, there is a necessary to
provide English translation as a signal of transparency (Black et al., 2003)
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V. Apart from that, the Code of Best Practices for CGIFI also required few things to be
disclosed: a statement on Corporate Governance, the maintenance of an effective system
of internal controls, and director’s report

3.3 SOCIAL/ENVIRONMENT INDEX

Under this type of indicator, the focus is on the environmental and social disclosure. First and
foremost, we have to look at the emergence of the environmental reporting and social
reporting. According to Baydoun and Willet (2000), there are differences between Islamic
Accounting and conventional accounting in terms of principles and disclosures. Some of the
characteristics of Islamic Accounting are profit is not the sole motive, promoting equity
between people, providing a fair share for the weak and the strong and serious consideration
on environmental impacts.

Meanwhile, the evolution of environmental reporting since the previous 20 years has actually
reached a level of emerging common practices based on a shared understanding of
environmental processes. At this time, the repeated appearance of certain environmental
categories, aspects and indicators provides a foundation for a common information base
(GRI, 2000).

Apart from the concern over the environmental issues, another type of accounting which has
emerged prior to the environmental accounting is none but social responsibility accounting. It
refers to the disclosures of financial and non-financial, quantitative and qualitative
information about the activities of an enterprise. Social responsibility accounting in essence,
concentrates on the social issues that might include the employee reports, human resource
accounting, and industrial democracy issues (Mathews, 1994).

Social responsibility disclosures are even important nowadays in the sense that it actually
reflect how the organizations have successful in discharging its contract with a group of
stakeholders. Matthews (1994) further claimed that “socially related arguments are used
where additional disclosures would be made to establish the moral nature of the corporation,
to satisfy the implicit social contract between business and society and to legitimate the
organization in the eyes of the public” (p. 9).

Apart from having appropriate mission and targets for environmental and social aspects, each
and every organization should disclose on how they go about in achieving the targets and
objectives. As for the case of Islamic banks, certain information needs to be disclosed:

1. Energy saving

Energy usage might also be disclosed, in both monetary and non-monetary terms: monetary
disclosures as part of the regular accounts, and non-monetary measurements as Social
Responsibility Accounting (SRA). The information could also be recognized to demonstrate
savings, in the case of a production operation, by means of units of output per unit of energy
used. One argument in favour of disclosing non-financial measurements of energy usage is
that it avoids the problem of energy pricing and valuation. It is impossible to make monetary
comparisons between periods without using an index. “In the absence of a general agreement
on indexed financial reporting, the use of non-financial measures would appear to be
appropriate” (Mathews, 1994, p.83).
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2. Community relation

Measures of community welfare and good neighborliness are often high on any list of social
responsibility accounting disclosures discussed in the literature. “Items such as contributions
to charity, local rates and taxes paid, training programmes for local employees, recycling of
waste products, and contributions to sporting and educational organizations would be good
examples. Many US corporations produce social reports to publicize these activities”
(Mathews, 1994, p.84).

However, it must be recognized that disclosures under this heading would have to be full and
frank, rather than biased towards only the ‘good news’. Furthermore, the public reaction to
particular biased information may not be what the organization wants or perhaps expects.
This is because previous findings indicated that the voluntary environmental disclosures were
rather incomplete and provided inadequate disclosures. Even if we look in the United States,
the social responsibility has been defined as the responsibility towards the community in
which the organization operated (Gray, Owen and Adams, 1996).

3. Reporting on employee issues

The were significant changes in the labor law, employee empowerment and the strength of
trade unions regarding the employees’ rights to the information in the 1970s. (Gray et al.,
1996) Thus, companies should take initiative to publish an employment statement which sets
out information about its workforce and employment policies which are relevant not only to
employees themselves but to shareholders and others concerned with the company. The aim
is to provide sufficient information about the workforce and about the way in which the
employment resources are managed to give an indication of the effectiveness of management
in this crucial area of the company’s activities (HMSO, 1997, cited in Mathews, 1994). For
instance, the company should disclose information regarding employee turnover,
employment and training policies, trade unions and participation in decision-making, the
number of accidents in factory, retirement and sick-pay policies, and equal employment
opportunities for the disabled (Mathews, 1994).

4. Compliance with regulation and permit (e.g. fine)
As far as the environmental issues are concerned, company has to take steps in order to
ensure that they preserve the environment and does not contribute to the environmental

illnesses. Therefore, according to GRI (2000), the company should disclose any penalties
which associated with the violation of environmental and social regulations.

4.0 DEVELOPMENT OF FINANCIAL INDEX

4.1 Profit sharing ratio

The main objective of Islamic Banking is profit sharing. Thus, it is important to identify how
far the Islamic banks have successfully achieved the objective of their existence. The

following formula has been constructed to examine the above mentioned situation:

Mudaraba + Musyarakah
Total financing
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The formula will be used for both banks for two accounting periods. Therefore, we can
clearly see how the banks have used the profit sharing activities in relation to the total
financing as well as look at it trends, whether it is increasing, decreasing or remain
unchanged.

4.2 Zakat performance ratio

Zakat, as proposed by various authors (Shahul, 2000; Baydoun & Willet, 2000) should be one
of the objectives of Islamic Accounting. Moreover, Zakat itself is one of the commandments
in Islam. Therefore, we believe Islamic bank performance should be based on the Zakat paid
by the Bank to replace the conventional performance indicator which is earning per share
(EPS). The wealth of the bank should be based on the net worth (net asset) rather than net
profit that has been emphasized by conventional method. Therefore, if the bank net worth is
higher, definitely it will pay high Zakat. As a consequence, we propose the following
formula:

Zakat
Net asset

4.3 Equitable distribution ratio

Apart from profit sharing activities, Islamic accounting also seeks for equitable distribution
among people. Therefore, this indicator basically trying to find out on how revenue obtained
by the Islamic banks have been distributed among various stakeholders which is represented
by the amount spent for qard and donation, employees’ expenses and etc. For each item, we
are going to calculate the amount distributed over the total revenue after deducting Zakat and
tax paid.

4.4 Directors - Employees welfare ratio

Directors’ remuneration has been an important issue. Many claims that directors have been
overpaid as compared to the work they have done. Therefore, it is essential to identify how
much money has been spent for directors’ remuneration as compared to the money spent
towards employees’ welfare. Employees’ welfare here includes salaries, training etc. The
following ratio is used:

Average directors’ remuneration : Average employees’ welfare

4.5 Islamic Investment vs Non-Islamic Investment

As far as we are all concerned, Islamic principles prohibit transactions involving riba’, gharar
and gambling but at the same time encourage halal trade. Thus, it is required for the Islamic
banks to disclose truthfully any investment which is considered halal, and which one is
prohibited. Failure to explicitly disclose such information might give misleading and
inaccurate picture of the business activities of Islamic banks. The formula is as follows:

1 Total directors’ remuneration per head
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Islamic Investments
Islamic Investments + Non Islamic Investment

4.6 Islamic Income vs Non-Islamic Income

Apart from segregating the investments into Islamic and Non-Islamic, such segregation is
also needed for income. Thus, Islamic banks should only receive income from halal sources.
In addition, according to Shahul et al. (2003), if the Islamic banks do have income from
prohibited transactions, the banks should disclose the information regarding such earnings,
their sources, how they were disposed of and more important, any procedures available to
prevent entering into transactions prohibited by the Shari’ah.

Islamic Income
Islamic Income + Non Islamic Income

4.7 AAOIFI Index

This index is to measure how far the Islamic financial institutions have complied with the
principles laid down in AAOIFI. The calculation is based on the number of principles which
followed AAOIFTI to the total accounting principles applied.

5.0 IMPLEMENTATION OF ISLAMICITY DISCLOSURE INDEX

The authors have agreed to choose two banks which are Bank Islam Malaysia Berhad
(BIMB) and Bahrain Islamic Bank (BIB). The selection of these two banks are basically
based on the argument that they are established in two different countries where the Islamic
banking and finance has been immensely developed.
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5.1 Shari’ah compliance Indicator

Item BIMB BIB
1 | Shari’ah Supervisory Board
a. The appointment of SSB X X
b. The report of SSB \ \
C. Identification the actual activity conducted X \
d. The SSB members’ background (Name, | V \
Educational background, experiences)
2 | Basic of Information
a. The Vision, mission and objectives X \
b. Principal activity X \
3 | Financial Statement
a. Identification of Islamic investment \ \
b. Identification of non-Islamic investment \ \
c. Identification of Islamic revenue \ \
d. Identification of non-Islamic revenue \ \
e. Provide the statement of sources and uses of | X N
funds in Zakat and charity
f. Provide the statement of sources and uses of | X \
funds in the gard funds
g. Identification sources of revenue :
a. excluded revenue attributable to depositors | \
b. excluded revenue  attributable  to
Murabaha financing \ \
h. The adoption of current value whenever it is | V \
possible
i. Value added statement X X

Analysis on the Shari’ah Compliance Indicator

Based on the table above, we may conclude that the Bahrain Is/lamic Bank (BIB) has fulfilled
most of Shari’ah compliance indicators. In regard to the Shari’ah Supervisory Board (SSB)
section, the BIB has failed to disclose the appointment of SSB members. This particular
disclosure will inform the reader about the mechanism of selection and discharge of SSB
members. This is similar with the Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) as it does not
disclose either the appointment mechanism of its SSB members.

We argue to include the appointment mechanism of SSB members as part of the SSB section
because from this information it will be seen clearly the independence of SSB members in
performing their role. The SSB members will not be able to perceive to be independent in
appearance if the appointment of SSB members is determined by the Islamic banks board of
directors unless they are appointed by the shareholders in the Annual General Meeting
(AGM) (GSIFI No. 1 Para 3-6, AAOIFI, 2002). Yet, regardless the mechanism of SSB
members’ appointments, Karim (1990) argues that the SSB members are perceived to be
independent in mind in performing their role because they are guided by Qur’an, hadith, and
Ejma’ (consensus among the Islamic jurists).
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However, compare to the BIB, the SSB of BIMB issues a short form of SSB report which
does not fit with type and form of report as prescribed in the AAOIFI Accounting, Auditing
and Governance standard (2002) (GSIFI NO.1 Para 10-20). Thus, the SSB of BIMB’s type of
report does not disclose the actual activity conducted in performing their role. This particular
report is signed only by two of SSB members where as the BIB SSB report is signed by all of
the SSB members. Thus, we conclude that in SSB section; the BIB annual report has
disclosed more as compared to the BIMB annual report.

Lastly in this particular section, the BIB has disclosed the SSB members’ background (name,
educational background and experiences) in its annual report. Yet, the BIMB has disclosed its
SSB members’ background in its holding annual report. We opine that this particular
disclosure is considered important in enhancing the reliability of SSB members in performing
their role. In addition, by providing this disclosure, the users of annual report are able to find
out whether the SSB of the Islamic banks’ educational backgrounds met the requirements
prescribed by AAOIFI (2002). We conclude that based on their backgrounds provided in the
annual statements, both SSB members of BIB and BIMB are met with the AAOIFI (2002)
requirements.

As argued by several authors (Mannan, 1980; Karim, 1995; Hameed, 2000) the objectives of
Islamic banks are mainly to achieve falaah (the success in the world and in the here after). It
is not meant that the Islamic banks are prohibited to generate profit form their activities. In
addition, the Islamic banks are allowed to generate profit but not profiteering (Mannan,
1980). These philosophical objectives must be reflected in the Islamic banks’ vision, mission
and objectives. In addition, the Islamic banks are obliged to conduct their activities, which
are inline with their vision, mission and objectives.

In the BIB annual report, it is clearly stated that their vision is to be a leading and a
diversified domestic and regional Is/lamic banks. In addition, the BIB states that their mission
is to be a leading Islamic bank which provides innovative retail and corporate banking
products and services to their customers with continues development of human and
technology resources. It is interesting to elaborate the BIB’s objectives whereby the first
objective clearly state to be fully comply with Islamic values. In addition, the BIB also states
that one of its objectives is to give contribution towards the development of an Islamic
economic model. However, the BIB still includes the maximization of shareholders value as
one of its objectives. In this regard, we conclude that the BIB has recognized the Islamic
values and ethics in their objectives, but the BIB cannot be escaped from the capitalism
environment values in defining its objectives. However, the BIMB’s financial reporting does
not mention any information regarding its vision, mission, objectives and principal activity.

Last section in the Shari’ah compliance indicator is the financial reporting. As argued that the
objectives of financial reporting of Islamic banks are not only dominated by the spirit of
decision usefulness. It means that the information content in the financial reporting is only
meant for the shareholders’ interest. Rather it is concern on the stakeholders’ interest as a
whole. It is considered as the Islamic banks’ accountability to the society. Yet, Hameed
(2000) claims that Islam recognizes dual accountability; the fulfillment of accountability to
human (society) is part of the fulfillment accountability to Allah.

Based on the arguments above, we review the information content in the BIB’s financial
reporting. The BIB’s financial statement has sufficient disclosure regarding the identification
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of Islamic investment, Islamic revenue and sources of revenue. In addition, the financial
statement has provided the statement of changes and uses of funds in Zakat and charity and
the statement of sources and uses of funds in the gard funds.

However, the BIB’s financial statement has not properly disclosed the identification of non-
Islamic investment and non-Islamic revenue. The BIB financial statements report that BIB
has invested their cash on Bahrain Monetary Agency (BMA) and the other bank accounts.
These particular investments can be considered halal or haram investments since to the best
of our knowledge we cannot identify the characteristics of these particular investments.
However, we argue that since the BIB has used the Islamic term in some of their investments,
we argue that the other investments without using the Islamic term as non-Islamic
investment.

In regard to this issue, BIMB has provided sufficient information and disclosure on its
Islamic investment as well as its Islamic revenue. Yet, the BIMB has failed to provide
information on its non-Is/lamic investment as well as non-Islamic revenue. Since the both
banks identify clearly the Islamic investment and Islamic revenue, we argue that others
investments and revenues which are not clearly justify Islamic as non-Islamic investment and
non-/Islamic revenue. In addition, the BIMB has failed to disclose properly on the information
about the sources and uses of Zakat and charity fund and the sources and uses of gard hasan
fund.

In reviewing both banks’ financial reports, we find that they have provided proper
information regarding the banks revenue, which exclude the revenue for deposit holders. By
providing this information, the banks have clearly informed, disclosed and ensured the right
of the deposit holder as well as the right of the banks.

Since the Islamic banks are expected to perform the role in achieving the equitable
distribution of wealth among the ummah (Islamic society), we argue that the Islamic banks
should provide information, which clearly segregate the revenue generated from murabaha
(cost plus mark up) instruments. It is simply because the murabaha instruments is just an
instruments provided by the Is/amic banks for fulfilling the consumerism needs which do not
have direct implication to the improvement of the ummah economic development.

As suggested by various authors, the Islamic banks should provide bigger financing on the
mudharaba and musyarakah financing rather than on the murabaha financing. Thus, by
providing this information, the users of both banks financial reporting may identify the
bank’s revenue, which are generated from other financing except the murabaha financing.

Another element that we review in the both banks annual report is the adoption of current
valuation whenever it is possible. As discussed earlier, the Islamic accounting scholars tend
to agree to adopt the current valuation method. Yet, since the adoption current valuation may
produce a high cost and may find difficulties since not all of the assets, which have their
current value (market price), we argue that the Islamic banks must adopt the current valuation
whenever it is possible.

The BIB financial statements are prepared under the historical convention as modified as
measurement at fair value of some investments. These are stated clearly on the investments in
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real estate and non-trading investment “available for sale”. Thus, the BIB’s financial
statements are prepared based on the combination of historical cost and current valuation.

On the other hand, the BIMB financial statements are prepared under the historical
convention per se. It is clearly stated that the BIMB will treat the investment securities on
basis the cost or market which is lower. If the market is lower than the cost, the investments
must be valued based on the market value. But the banks must provide provision for
diminution in value. Yet, if the cost is higher than the market value, the investment will be
valued at the cost.

5.2 Corporate Governance Indicator

Item BIMB BIB
1 | Composition of board of directors

€. The board of directors comprises at least one- X X

third of independent non-executive director

f. The board of directors has representative from X X

Shari’ah board
2 | Appointment and Re-appointment
c. The directors retire by rotation once in three

years and subsequently eligible for re-appointment \ X
d. The reappointment of non-executive directors
is not automatic N X
e. The terms of appointment of the non-
executive directors are disclosed N X

3 | Board meetings
j- Board meetings were conducted at least four

times a year \ X
k. Number of board meetings held in a year and
the details of attendance of each individual N X
director in respect of meetings held are disclosed
. Directors attend at least 75% of meeting on X X
average

4 | Directors’ fees and remuneration
a. Directors remuneration is disclosed \ V
b. Separate figures for salary and performance- X X

related elements, and the basis on which
performance is measured are be explained
c. Shareholder approve directors aggregate pay

v X
5 | Nomination committee
a. The company has nomination committee N X
b. The committee should exclusively consists of
non-executive directors which majority are N X
independent
6 | Remuneration Committee
a. There is a Remuneration Committee N X

b. Remuneration consisting wholly or mainly of
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Item BIMB BIB
non-executive directors \ X
c. Membership of the remuneration committee
should appear in the directors’ report X
Audit Committee
a. There is an audit committee \ v
b. The Audit Committee consists of at least three
non-executive directors, whom majority are \ X
independent
c. Audit committee include someone with
expertise in accounting \ X
d. Audit committee recommends the external
auditor at the annual shareholders meeting N X
e. At least, once a year the committee met with
the external auditors without executive board \ X
members present, to review financial statement
f. Details of the activities of audit committees, N, X
the number of audit meetings held in a year and
details of attendance of each individual director in
respect of meetings are disclosed
g. Audit committee members attend at least 75%
of meetings on average N X
Shari’ah Supervisory Board
a. Include someone with expertise in accounting

\ X
b. SSB meets with audit committee and/or
external auditor to review financial statement X X
c. Details of the activities of SSB, the number of
board meetings held in a year and details of
attendance of each individual member in respect X v
of meetings are disclosed
d. SSB committee members attend at least 75%
of meetings on average X X
e. SSB is independent body X X
Others
a. Directors, senior management are qualified
persons in terms of educational background, \ X
working experience etc
b. Chairman and CEO are different persons X v
c. There is a Risk Management Committee v X
d. English disclosure exists \ V
e. There is a statement on Corporate Governance

v X
f. The maintenance of an effective system of
internal controls is disclosed \ X
g. There is director’s report N N
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Analysis on the Corporate Governance Indicator

From the table above, we can see that BIMB still has few aspects in Corporate Governance,
either in terms of its conduct or reporting that are lacking. Its board of directors does not
achieve one-third of independent non-executive member as required by the Malaysian Code
on Corporate Governance. Of 10 directors and 1 alternate director, only two of them are
independent non-executive directors. Interestingly, even though by virtue of paragraph 15.26
of the KLSE Listing requirements requires the company to disclose the reasons for any areas
of con-compliance, as far as we are concerned, no such information is provided and available
from the annual report. In addition, none of the board members is representative from
Shari’ah Supervisory Board.

Regarding the attendance of the board members to the meeting, we have found that two of the
members failed to attend at least 75% of the meetings held throughout the financial year.
From 6 meetings held, he only attended a total of 4 which represents 66.67%. Nevertheless,
his alternate director did attend one of the remaining two meetings. Meanwhile, another
board member who is also Saudi Arabian did not attend any meetings. However, no further
information disclosed regarding this matter.

Next, it has not made any distinct disclosure on the amount of directors’ remuneration. There
is no separate figures given for salary and performance-related elements and the basis on
which performance is measured has not been explained.

As compared to auditors’ report, report made by the Shari’ah Supervisory Board was really
brief and uninformative. The SSB’s report briefly stated that the activities of BIMB are in
line with Shari’ah requirements but did not mention what activities have been conducted
during the year as for them to arrive with such conclusion. By doing this, the reliability of the
comments made by the SSB is really questionable. By right, SSB should act as an auditor and
become check and balances with the external auditor. Moreover, since the SSB is appointed
and remunerated by the management of BIMB coupled with uninformative report prepared
by the SSB, we conclude here that SSB is not independent.

BIMB does only have chairman, who is the non-independent and non-executive director.
Nevertheless, the bank has a managing director who is one of the non-independent and non-
executive directors. The issue that can be raised here is that why a non-independent and non-
executive can become a managing director which directly involves in management activities?
This is to show that even though the company is headed by non-executive chairman, but still
it has non-executive director who is appointed as a managing director.

Meanwhile, there is not much information regarding corporate governance practices from the
annual report of Islamic Bank of Bahrain. Out of 35 items, only 6 items which are clearly
made available in the annual report, namely the directors’ remuneration, there is an audit
committee, details of the activities of SSB (even though without disclosing the number of
meetings held and the attendance of the SSB’s members), Chairman and CEO are different
persons, there is English disclosure, and there is a directors’ report.

Likewise BIMB, its board of directors has no representative from Shari’ah Supervisory
Board. Furthermore, it does not even disclose whether the composition of the members in the
board of directors is comprised of independent or dependent, executive or non-executive
director. Such information is important to ensure that the decision making process in the
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bank, from the eyes of the users of financial information, is not dominated by certain people
only. The failure to disclose the background information of each and every director especially
in terms of educational background, previous working experiences etc, might raise the issue
of transparency of the bank as well as the credibility of the directors. The establishment of
several committees like remuneration committee, nomination committee and risk
management committee has no place in the annual report even though these disclosures are
required under Code of Best Practices for CGIFIs. In addition, this situation might leave the
users of financial report to wonder how the bank is basically operated.

Nevertheless, the comparison between BIMB and Islamic Bank of Bahrain in terms of
corporate governance practices has to be thoroughly concluded. This is because both banks as
we know are operating in different countries and subsequently are bound to follow different
regulatory and accounting requirements. For instance, for BIMB (or rather Bank Islam
Holding Berhad), as required by virtue of paragraph 15.26 of the KLSE Listing Requirements
to disclose on the information pertaining to the extent that the code on corporate governance
has been practiced in the company. Furthermore, since BIMB itself is a subsidiary of the
BHB, therefore we tend to use annual reports of both institutions to find out the possible
information disclosed. In essence, the statement of corporate governance is only made
available in the annual report of holding company rather than from the bank itself. Thus, it is
quite difficult to make direct comparison between both banks. Meanwhile, as for the Islamic
Bank of Bahrain, despite the fact that maintaining the highest international standards of
corporate governance and regulatory compliance as the one of the objectives, it is found that
such commitment is not represented in terms of disclosure.

However, the authors need to stress here that the concept of disclosure in Islam is not just
merely based on the regulatory requirements. The most important aspect that needs to be
borne in mind is that they should disclose whatever they feel accountable to (Baydoun &
Willet, 2000).
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5.3 Social/Environment Indicator

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL
| BIMB BIB
1. Policy and objective
a) | Mission statement/statement of environmental policy X X
b) | Mission statement/statement of social policy X \
¢) | Environmental target and objective X X
d) | Social target and objective X \
2. Community issues
a) | Consumer care \ \
b) | Community involvement N v
3. Employees issues
a) | Health and safety X X
b) | Employee training v \
¢) | Reporting on other issues X v
4. Environmental issues
a) | Environmental protection X X
¢) | View on environmental issues X X
d) | Environmental Management System X X
e) | Energy saving X X
f) | Environmental indicators and target X X

Analysis on the Social/Environment Indicator

From the scorecard above, the authors can clearly see that the level of social/environmental
reporting for both banks is still unsatisfactory. BIMB, out of 14 items, only three items are
disclosed in the annual report. All information could be obtained in the Chairman’s
statement. As for consumer care, he did clearly mention about the strategic business
initiatives whereby the focus is on the:

“Meeting customers needs through the creation of innovative and competitive financial
products and services, enhancing customers convenience through effective and efficient
service and delivery channels, and providing excellent service to customers by means of
upgrading the skills, abilities and expertise of our staff members”

There is also paragraph which mentioned about the employee training.

“The development of human capital has never been more important to us in supporting our
business growth and current business focus. Various training programmes were organized to
equip our staff with necessary skills and knowledge and improve their competency, efficiency
and performance in key business and operational areas”

BIMB even though did not directly involve in educational training to public (since the task
has been delegated to another BHB’s subsidiaries, IBFIM), the authors believe that BIMB
still indirectly involve in organizing such educational training. They have developed a
comprehensive range of training programs which include seminars and workshops, locally
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and abroad to cater for the needs of the Islamic financial industry with regard to the
enhancement of knowledge an expertise in Is/amic banking and finance.

Meanwhile, BIB has performed better in terms of this social/environment disclosure as
compared to BIMB. It did disclose 6 out of 14 items listed. BIB in its vision and mission
statement included a value statement to stakeholders which comprised of shareholders,
customers, management, employees, regulators, Bahrain government, Islamic financial
institutes and local community. For each type of stakeholder, there are few visions addressed
to them as a sign of social responsibility upheld by the bank. Apart from that, there is a page
allocated for social responsibility message whereby BIB claimed that they are planning to
open a separate branch for ladies in 2003, dedicated to serve ladies and businesswomen.

In terms of employee development, the bank has allowed many of its employees to join
training courses to develop the skills and to keep them abreast of the latest banking
development. Several field visits to other Islamic banks also conducted to familiarize the
employees with Islamic banking development and products. Furthermore, staffs were
extensively educated about the Shari’ah aspects related to the bank’s business activities to
enhance their understanding of Islamic banking transactions.

6.0 RESULTS
6.1 Islamicity Disclosure Index

Based on the findings above, the results can be summarized as follows:

Indicator BIMB BIB
Shari’ah Compliance 9/16 14/16
Corporate Governance 26/35 6/35
Social/Environmental 3/14 6/14

The number of items disclosed now will be assigned different weightage for each type of
indicator. For Shari’ah compliance indicator, the authors assign 50%, whereas the corporate
governance indicator and social/environmental indicator are assigned 30% and 20%
respectively. Shari’ah compliance is given the highest weightage since it shows the greatest
priority is to ensure that the banks’ activities do not violate the Shari’ah requirements.
Similarly, corporate governance is ranked second due to its nature which cannot easily be
separated from the Shari’ah itself. It means that the higher level of corporate governance
practices reflects the higher integrity, accountability and transparency of the organization.
Social/environmental aspect is given the lowest weightage because part of the
social/environmental aspect itself has been included in the other two indicators.
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Applying the weightage, the following results are obtained:

Bank (@) (b) (©) @ | (H (2

SC At CG% |At |S/E% | At Total %

% 50% 30% 20% | (b)+(d) + ()
BIMB 56 28 74 2 |21 4 54
BIB 88 44 17 5 43 9 58

From the above calculation, BIB performed better in terms of Islamicity Disclosure Index
with at least 58% of disclosure as compared to BIMB which only disclosed at least 54%.

6.2 Islamic Quantitative Index

1. Profit - sharing financing ratio

Bank 2002
Bank Islam Malaysia | =
Berhad (BIMB) (40,306 + 18,770)/2 + (177,075+216,934)/2
(Ringgit Malaysia) (6,144,323+5,452,885)/2
29,538 + 197,005
5,798,604
=3.9%

Islamic  Bank of | =
Bahrain (Bahraini
Dinar)) (15,381 + 7,065)/2+ (3,561+3,894)2
(159,248 + 152,766)/2

11,223 + 3,728
156,007

=9.6%

Based on the above ratio, BIB has greater portions on the Profit — Sharing mode of Islamic
financing in its activities (9.6%) compared to BIMB that just only 3.9%. It shows that BIB
had focused more to the Islamic primary principle (profit sharing) rather than BIMB.
However, in overall, the percentage of profit-sharing financing of both banks is relatively
small compared to the cost-plus mark-up financing. Cost-plus-mark-up financing is
represented by 90.4% for BIB and 96.1% for BIMB. It shows that both banks emphasized
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more on the secondary mode of Islamic financing which is based on cost-plus-mark-up
transaction.

2. Zakat Performance Ratio

Applying the above formula, we have;

Bank 2002 2001
Bank Islam | = =
Malaysia 1,125 2,699
Berhad 1,027,236 997,288
(BIMB)
=0.01% =0.03%
Islamic Bank | = =
of Bahrain 134 106,
185,739 174,568
=0.07% =0.06%

We use net worth (total assets minus total liabilities) as the denominator for this ratio to
reflect the wealth performance of the Islamic banks. The authors assume that the amount of
Zakat payment will increase in line with the increasing of the wealth of the banks.

With regard to this ratio, the authors see that there is increasing of Zakat performance
indicator of the BIB amounting to 0.01%. This indicates that the BIB’s performance is better
as compared to the previous year. However, as for BIMB, it shows the decline in the Zakat
performance indicator although the company wealth has increased.
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1. Equitable distribution ratio
BIMB Islamic Bank of Bahrain
1. Qard and | =
Donation Nil 41440
(7,884 - 134)
=1.04%
2. Employees’ =
expenses 75,172 2,274
226,047 - (1125+ 35,116) (7,884 - 134)
=40% =29.%
3. Shareholders =
7,500 2,300
226,047 - (1125+ 35,116) (7,884 - 134)
=4% =30%
4. Net Profit =
29,948 2,053
226,047 - (1125+ 35,116) (7,884 - 134)
=16% =26 %

Based on the above table, the equitability ratio shows that BIB has equally allocated its
revenue among the main stakeholder which are employees (29%), shareholder (30%),
community (1.04%) and company itself (26%). Unfortunately, for the BIMB, it seems put
more emphasis on the employee (40%) and less distribution of the revenue to the
shareholders (4%) and company itself (4%). However, due to the lack of the information in
the BIMB’s annual report, we are not able to get the information regarding the revenue
distribution to the community because of the bank not provided the “Statement of Qard
Fund” as done by the BIB.

Therefore, based on the above result, the authors feel that BIB upheld greater equitability in
their revenue distribution compared to the BIMB which is in line with the Islamic business

values.

4. Directors - Employees Welfare Ratio

BIMB BIB

51 39 7

12

=1.31 times = (.58 times

This ratio shows that BIB (0.58 times) is better than BIMB (1.31 times) with regard to the
allocation of the benefit to directors and employees. In other words, the authors can say that
for the BIB, the benefits allocated. For BIB, the directors are paid 0.58 time more than the

32




employees, whereas BIMB’s directors are paid 1.31 times more than a particular employee
received. On the other hand, as for BIMB, this result is inconsistent with the equitable
distribution ratio which the authors have calculated previously.

5. Islamic Investment vs Non-Islamic Investment

As applied to the banks2,
BIMB Islamic Bank of Bahrain
) 1,368,247 ) 28,483
5,777,696 39,671
=23% =12%

Based on the above result, it shows that the BIB has better complied with the Islamic bank
principle whereby they should only involve in the Islamic investment. Meanwhile the BIMB
by looking at the disclosure per se, the authors can conclude that the majority of the
investments (77%) are non-Islamic

6. Islamic Income vs Non-Islamic Income

BIMB BIB
192,829 7,327
288,165 7,884

=67% =93%

The result of this ratio is parallel with the result of the Islamic investment ratio. Both of the
banks have generated the income mostly from Islamic transactions, however they also
generate their income from the non-Islamic transaction especially BIMB (33%).

7. AAOIFI Index

BIMB BIB

13 18
=15% =61

As far as we are concerned, AAOIFI is the Islamic Accounting Standard for the Islamic
Financial Institution. Thus, the Islamic Bank should comply with it although it is not required
by law. In Bahrain however, the AAOIFI standard is mandatory for Islamic Financial
Institution. Therefore, BIB in its accounting policy has stated that its financial statements are
prepared in accordance with the AAOIFI. Nevertheless, the BIB also followed the

2 For detaied calculation, refer to Appendix 2.
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International Accounting Standard for the harmonization practices purposes that might not be
in line with the Islamic principles.

On the other hand, since the AAOIFI standards are not mandatory in Malaysia, BIMB did not
fully adopt it as the main accounting standard. BIMB in its report only stated two of the
principles are in accordance with AAOIFI which represented 15% of the total principle.

7.0 LIMITATIONS

Our study however has several limitations that need to be carefully understood. Such a
limitation we believe might affect our generalization. Followings are the limitations have
been identified:

1. The study is based on ‘backward analysis’. This is because we develop the index based on
what medium we are going to use in our evaluation process. Specifically, we have identified
annual report as a sole medium and then only we develop the index.

2. Since the only medium used is annual report, therefore the discussion has been confined
only to what has been disclosed as well as what should be disclosed. Thus, we consequently
exclude any information which we consider highly operational which requires us to perform
on-site investigation.

3. The conclusion for each finding excludes any regulatory consideration of each company
which the bank resides. For instance, we might not aware on the disclosure requirements that
have been imposed to the Islamic Bank of Bahrain.

8.0 CONCLUSIONS

The performance of Islamic banks nowadays is under critical public scrutiny. The banks do
not only have to serve the needs of various stakeholders, but more importantly they have to
make sure that their activities are in line with the Shariah requirements. Thus, this effort of
coming out with Islamicity indices are very timely in the sense that it may help the interested
parties to possibly evaluate the performance of the banks simply by looking at the annual
reports.

In terms of Islamicity disclosure index, it comprises of three indicators which are Shariah
compliance indicator, corporate governance indicator and social/environment indicator.
Overall, we can say that Bahrain Islamic Bank (BIB) seemed to disclose more information as
compared to Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) even though the corporate governance
indicator has dragged down its overall Islamicity disclosure index. Another index, which is
Islamicity performance index, deals more with the financial aspects especially how
effectively the banks have managed the resources entrusted to them. The introduction of this
index is basically trying to run away from the conventional way of measuring performance
which solely focuses on the needs of shareholders and creditors.

Thus, based on our findings regarding the performance of two banks, we found that there are
still much needed to be done especially in terms of quality and level of disclosure. Since
general public has limited access to the information regarding the company of interest, annual
report therefore can be seen as the most suitable indicator of the performance of the Islamic
banks. Hence, to avoid any grievances about the “islamicity” of the Islamic banks, we urge
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the Islamic banks to disclose more information in the future even to the extent that it might
disclose negative activities conducted by the banks during the financial year.
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